
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 
NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan 
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur berjalan 
secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

b. bahwa untuk tertib dalam pelaksanaan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan 
Pedoman; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim sud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Feratur 
Gubernur tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Nusa Tenggara Timur; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 5 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

3. Peraturan Pemerintah Norn or 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041) ( 



Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN 
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA 
TENGGARA TIMUR. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Batasan Pengertian dan Definisi 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 
1 .  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dalam negeri. 
2 .  Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

4. Pemerintah Dae·,•ah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. 
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
7 . Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan 

dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Pengawasan Umum adalah kegiatan pengawasan untuk memastikan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan/atau DPRD 
kabupaten/kota dalam rangka dukungan pelaksanaan urusan 
pemerintahan konkuren tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

9. Pengawasan Teknis adalah kegiatan pengawasan terhadap teknis 
pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke 
Kabupaten/Kota untuk memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan 
konkuren dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

10 .  Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT 
adalah Rencana pengawasan tahunan lnspektorat Daerah Provinsi Nusa 
Tenggara Timur yang disusun berpedoman pada perencanaan pengawasan 
nasional. 

1 1.  Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah Aparat Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa 
Tenggara Timur. 

12 .  Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 
tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada 
instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak Jain yang di dalamnya 
terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan, yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan 
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 

13 .  Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah pegawai negeri sipil yang 
diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas 
penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. 

1 4 .  Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah 
lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

15 .  Auditee adalah perangkat daerah yang diaudit, d 



16. lnspektorat Daerah adalah lnspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. 

17.  lnspektur adalah Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
18. Sekretaris adalah Sekretaris lnspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. 
19.  Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
20. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 

memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 

2 1 .  Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan 
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

22.  Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi 
suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, 
dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau 
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 

23 .  Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. 

24. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang 
dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan 
stanclar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 
efektivitas, efisiensi, dan kcandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
instansi pemerintah. 

25. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan 
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

26 . Bimbingan Teknis adalah layanan bimbingan dan penyuluhan yang 
diberikan oleh tenaga ahli atau profesional dibidangnya dengan tujuan 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

27 .  Aplikasi e-Sasando adalah sistem automasi audit Inspektorat Daerah 
berdasarkan risiko yang merupakan aplikasi Pengawasan Penyclcnggaraan 
Pemerintahan Daerah yang dipergunakan oleh lnspektorat Daerah Provinsi 
Nusa Tenggara Timur. 

28. Aplikasi Sistem lnformasi Aduan Kecurangan yang selanjuntnya disebut 
Aplikasi SiDAK adalah aplikasi pengaduan masyarakat yang dipergunakan 
oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menerima 
aduan kecurangan dari masyarakat. 

29 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini  adalah sebagai pedoman bagi 
lnspektorat Daerah sebagai bagian dari APIP dalam melaksanakan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah : 
a. terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

efektif dan efisien dalam rangka mendukung pencapaian tujuan 
Pemerintahan Daerah; 

b. terwujudnya keterpaduan clalam pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh APIP dengan berbasis risiko; dan 

c. terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas 
kecurangan. 2k 



Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Pasal 4 

Ruang lingkup yang diatur dalarn Peraturan Gubernur ini rneliputi: 
a. Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah; 
b. Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah berbasis sistern 

inforrnasi elektronik; 
c. pelaporan hasil pengawasan; 
d. tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan; dan 
e. penanganan pengaduan rnasyarakat. 

BAB II 
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Kewenangan 

Pasal 5 

( 1 )  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi: 
a. Pengawasan Urnum; 
b. Pengawasan Teknis; dan 
c. pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur. 

(2) Pengawasan Urnum dan Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l )  huruf a dan huruf b dilaku kan oleh Gubernur terhadap 
Bupati/Walikota. 

(3) Dalam melakukan Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Gubernur dibantu oleh Inspektorat Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  huruf c, dilakukan terhadap PD. 

Bagian Kedua 
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko 

Pasal 6 

( 1) Gubernur mengoordinir penyusunan rencana tahunan Pengawasan 
Penyelenggaraan Fernerintahan Daerah. 

(2) Dalam melakukan koordinasi penyusunan rencana tahunan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ) ,  Gubernur di ban tu oleh lnspektorat Dae rah. 

(3) Rencana tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  disusun dengan berbasis prioritas 
dan risiko, selaras dengan tujuan organisasi serta memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam 
PKPT yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(5) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan dasar penyusunan 
dokumen perencanaan dan penganggaran Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. 

(6) Pedoman penyusunan rencana tahunan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 )  adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. d% 



Bagian Ketiga 
Pengawasan oleh Inspektorat Daerah 

Pasal 7 

( 1 )  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 
oleh lnspektorat Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (3), 
harus dilakukan berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan 
pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan kctcntuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 
oleh lnspektorat Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ) ,  
dilaksanakan berdasarkan prinsip: 
a. profesional; 
b. independen; 
c. objektif; 
d . tidak tumpang tindih antar-APIP; dan 
e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini. 

(3) Pengawasan Penyelenggaraa.n Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh 
Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dan ayat (2) 
dilakukan pada tahapan kegiatan: 
a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah; 
b. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
c. pelaksanaan program strategis nasional di Daerah; 
d . berakhirnya masa jabatan Gubernur untuk mengevaluasi capaian 

rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan 
e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

( 1 )  

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Bagian Keempat 
Pengawasan Umum, Pengawasan Teknis 

Dan Pembinaan Dan Pengawasan oleh Gubernur 

Pasal 8 

Pengawasan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( l )  huruf a, 
meliputi pengawasan yang dilakukan terhadap: 
a. pembagian urusan pemerintahan; 
b. kelembagaan di Kabupaten/Kota; 
c. kepegawaian pada perangkat daerah Kabupaten/Kota; 
d .  keuangan daerah; 
e. pembangunan daerah; 
f. pelayanan publik di Kabupaten/Kota; 
g. kerja sama daerah; 
h. kebijakan daerah; 
1. Bupati/Walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah; dan 
J .  pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
Pengawasan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  huruf a, dilakukan terhadap pembagian urusan pemerintahan 
konkuren yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. 
Pengawasan kelembagaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf b, dilakukan terhadap struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi 
serta wewenang pemerintah Kabupaten/Kota. 
Pengawasan kepegawaian pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  huruf c, dilakukan terhadap manajemen PNS oleh pemerintah 
Kabupaten/Kota. 
Pengawasan keuangan daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1 )  
huruf d, dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan 
oleh pemerintah Kabupaten/Kota. % 



(6) Pengawasan pembangunan daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat ( 1 )  
huruf e, dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang 
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. 

(7) Pengawasan pelayanan publik di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  huruf f, dilakukan terhadap kegiatan pelayanan publik yang 
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. 

(8) Pengawasan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf 
g, dilakukan terhadap kerja sama daerah yang dilakukan oleh pemerintah 
Kabupaten/Kota. 

(9) Pengawasan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf h, 
dilakukan terhadap peraturan daerah Kabupaten/Kota, peraturan 
Bupati/Walikota dan keputusan Bupati/Walikota . 

( 1 0 )  Pengawasan Bupati/Walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf i, dilakukan terhadap hubungan 
antara pemerintah Kabupaten/Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah 
Kabupaten/Kota. 

Pasal 9 

( 1 )  Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 )  huruf b, 
dilakukan terhadap: 
a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar; 
b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan 

termasuk ketaatan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur dan 
kriteria, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; 

c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan 
oleh pemerintah Kabupaten/Kota; dan 

d . akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 
negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di 
Kabupaten/Kota. 

(2) Pengawasan terhadap capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan 
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a, dilakukan terhadap 
penerapan standar pelayanan minimal dalam pelayanan yang berikan oleh 
pemerintah Kabupaten/Kota. 

(3) Pengawasan terhadap ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang­ 
undangan termasuk ketaatan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria dalarn pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren 
sebagaimana dimaksudkan pada ayat ( 1 )  huruf b, dilakukan untuk menilai 
ketaatan pemerintah Kabupaten/Kota clalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan konkuren sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria. 

(4) Pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren 
yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksudkan pada ayat ( 1 )  huruf c, dilakuka.n untuk menilai dampak 
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh 
pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pencapaian tujuan pemerintahan 
daerah. 

(5) Pengawasan terhadap akuntabiLitas pengelolaan anggaran penclapatan dan 
belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, dilakukan terhadap 
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilimpahkan 
kepada pemerintah Kabupaten/Kota. 

Pasal 10 

Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 
8 dan Pasal 9, dilakukan dalam bentuk: 
a. Reviu; 
b. Monitoring; 
c. Evaluasi; dan 
d .  pemeriksaan. l 



Pasal 11  

( l )  Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Gubernur dibantu oleh Inspektorat 
Daerah. 

pad a ayat ( 1) ,  sebagaimana dimaksud Pembinaan dan pengawasan 
dilaksanakan sejak tahap: 
a. 

b. 

c. 

(2) 

(3) 

(4) 

perencanaan; 
pengan ggaran; 

c. pengorganisasian; 
d.  pelaksanaan; 
e. pelaporan; 
f. evaluasi; dan 
g. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  dapat dibantu oleh inspektorat 
jenderal kementerian dan/atau kementerian/lembaga terkait. 
Pembinaan dan pengawasan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ) ,  dilakukan terhadap: 
a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 
b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah; 
ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan 
termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria 
dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, 
pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 
dan 

d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari 
APBD. 

(5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
meliputi: 
a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan 

serta pelaksanaan program dan kegiatan; 
b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun 

pemeriksaan terpadu; 
c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu­ 

waktu dari PD; 
d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi 

terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan 
e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan PD. 
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan 
mempertimbangkan faktor risiko yang diidentifikasi oleh setiap PD. 

(6) 

Pasal 12 

Pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur terhadap PD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 1 ,  dilakukan dalam bentuk : 
a. audit; 
b. Reviu; dan 
c. Monitoring; 
d.  Evaluasi; 
e. Pemantauan; dan 
f. Bimbingan Teknis. 

Pasal 13 

Pedoman dan tata cara pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 0 



Pasal 14 

Langkah kerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II[ dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

BAB III 

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

BERBASIS SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK 

Pasal 15 

( 1 )  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 dilakukan dengan berbasis sistem informasi elektronik. 

(2) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  dilakukan dengan menggunakan 
Aplikasi e-Sasando. 

(3) Inspektorat Daerah bertanggungjawab mempersiapkan sarana dan 
prasarana pendukung Aplikasi e-Sasando sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ) .  

(4) Data hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik 
dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pejabat yang berwenang dalam mengakses, menggunakan dan menghapus 
data hasil pengawasan berbasis sistem informasi elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(6) Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menggunakan 
Aplikasi e-sasando sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur in i .  

(7) Selain dilakukan dengan berbasis sistem informasi elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan secara manual. 

BAB IV 

PELAPORAN HASIL PENGAWASAN 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Pasal 16 

( 1 )  Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan hasil 
pengawasan dan disampaikan kepada Bupati/Walikota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dituangkan dalam bentuk laporan hasil 
pengawasan dan disampaikan kepada kepala PD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dan ayat 
(2) ,  bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik 
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(4) Gubernur menyampaikan laporan hasil Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) 
kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pedoman den tata cara pelaporan hasil pengawasan penyelenggaraan 
Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1 )  adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 



BAB V 

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Pasal 17 

( 1 )  Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota serta kepala PD wajib 
melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. 

(2) Untuk membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tindak lanjut hasil 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, wakil Bupati/Walikota 
mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ) .  

(3) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ) ,  Gubernur dan Wakil Gubernur dibantu oleh Inspektorat Daerah. 

(4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  untuk hasil 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terkait dengan 
tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi, wajib dilakukan 
proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  untuk hasil pembinaan 
dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan 
dan/ atau tun tu tan ganti rugi, dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) 
hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima. 

(6) Selama masa tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat 
(5) , hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dapat 
dipidanakan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(7) lnspektorat Daerah melakukan konsolidasi terhadap temuan hasil 
pemeriksaan tahun sebelumnya. 

(8) lnspektorat Daerah memantau dan mclakukan pemutakhiran data tindak 
lanjut hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

(9) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pengawasan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(8) dilaksanakan paling rendah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 

( 1 0 )  Pedoman dan tata cara pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB VI 

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 

Pasal 18 

( 1 )  Inspektorat Daerah bertanggungjawab melakukan pemeriksaan atas 
dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat. 

(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan 
secara daring dan/atau luring. 

(3) Pengaduan masyarakat secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilakukan meialui Aplikasi SiDAK. 

(4) lnspektorat Daerah bertanggungjawab mempersiapkan sarana dan 
prasarana pendukung pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dengan berbasis sistem informasi elektronik. 

(5) Informasi pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali 
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Pejabat yang berwenang dalam mengakses, menggunakan dan menghapus 
data pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. ·2% 



BAB VII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 19 

Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota serta kepala PD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Serita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 158 Seri E Nomor 131 )  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 21 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Ditetapkan di Kupang pada tanggal f @iari 2021 ] 
b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMU' 

\/L- 
l), vmroR BUNGTILU LAISKODAT 

Diundangkan di Kupang pada tanggal 2021 
SEKRETARIS DAERAH 

PROVINS1 NUS( TENG9ARA TIMUR,]), 

BENEDHius POLO MAING 

BERITA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 

Ideapad 320
Typewriter
001



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR f TAHUN 2021 

TANGGAL: H -anu4r+ 2021 

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN PENGAWASAN 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

A. PERSIAPAN 

1 .  Inspektorat Daerah berkoordinasi dengan inspektorat daerah 
Kabupaten/Kota tentang rencana Pengawasan Umum dan Pengawasan 
Teknis di Kabupaten/Kota. 

2. Inspektorat daerah Kabupaten/Kota menginformasikan obyek 
Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis di Kabupaten/Kota yang 
akan diawasi oleh Inspektorat Daerah. 

3. lnspektorat Daerah berkoordinasi dengan obyek pemeriksaan lingkup 
Pcmerintah Daerah untuk melaksanakan penilaian risiko. 

4. Hasil penilaian risiko oleh obyek pemeriksaan lingkup Pemerintah 
Daerah disampaikan ke Inspektorat Daerah dan dijadikan 
pertimbangan penyusunan rencana tahunan pengawasan terhadap PD. 

B. PENYUSUNAN RENCANA PENGAWASAN 

l .  Inspektorat Daerah menyusun rencana tahunan Pengawasan Umum 
dan Pengawasan Teknis di Kabupalcn/Kota dan rencana pengawasan 
terhadap PD. 

2. Rencana pengawasan tahunan disusun dalam Program Kerja 
Pengawasan Tahunan (PKPT) yang terdiri atas: 

a. ruang lingkuo; 

b. sasaran pengawasan; 

c. PD yang diperiksa; 

d. jadual pelaksanaan pengawasan; 

e. jumlah tenaga; 

f. anggaran pengawasan; dan 

g. laporan hasil pengawasan yang diterbitkan. 

3. Penentuan ruang lingkup dan sasaran pengawasan serta PD diatur 
sebagai berikut: 

a. ruang lingkup dan sasaran pengawasan serta obyek pemeriksaan 
Pe.ngawasan Umum dan Pengawasan Teknis berpedoman pada 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

b. ruang lingkup dan sasaran pengawasan terhadap PD berdasarkan 
hasil penilaian risiko oleh PD. 

4. Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berupa : 

a. Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan (Format 1 ) ;  

b. Rancangan Peta Pengawasan Tahu nan (Format 2) ; 

c. Daftar Obyek pemeriksaan Ta.hunan (Format 3) ; 

d. Daftar Obyek pemeriksaan (Format 4). .2% 



5. Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dikoordinasikan 
dan dibahas pada Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. 

C. RAPAT KOORDINASI 

PEMERINTAHAN DAERAH 

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 

l. Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh lnspektorat Daerah paling 
rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan agenda rapat 
meliputi: 

a. pembahasan rencana Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis 
oleh lnspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan 
Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis/Lembaga Pemerintah 
Nonkementerian di Daerah; 

b. pembahasan rencana pengawasan umum dan pengawasan teknis 
oleh Inspektorat Daerah di Kabupaten./Kota; 

c. Informasi pengawasan terhadap PD. 

2. Peserta Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Tingkat Provinsi, terdiri dari : 

a. lnspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 

b. lnspektorat Jcnderal Kementerian Teknis/Lembaga Pemerintah 
Nonkementerian; 

c. Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

D. PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) 

l. Usulan rencana pengawasan tahunan yang telah dikoordinasikan dan 
dibahas, disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 
dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

2 .  Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan 
dijadikan pedoman dalam pelaksaraan Pengawasan Penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. d£ 



Format 1 

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN IPKPT 

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

TAHUN . 

Pemeniksaan, Masa yang 
emersaan Anggaran Pemeriksaan Jadwal 

II 
Lumps Transport Pemeniksaan 

ens Kegatan / 
Angsaran 

Hart 

.,.,,,,1 Akim· 

Obvek Lem hag 
No Obek Jens 

Ma sa pemeri Pemeri lumlah Dalam Lar Dalam Luar um wk 
pemeniksa lee1iksa 

prmertksaan asaran Pemenik 
vang ksann ksa {P (HPX P ota hot a Kta hota lah . m a h  lenre 

saan 
dipenk an (Rp. 

(tr (pl (Rpl (Rp.) (Rp.) (Rp.) It»l 

$a 

Guberntr 

Format 2 :  

PETA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

DI PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

TAHUN . 

No 
Obyck Jacdua] Ooerasional Kode Tim 

paperikeaan J n Peb Mar Apri l  Mei Juni Juli rt Set l No Des Pemerilee 

Keterangan Kode : 

A =Itjen Kementerian Dalam Negeri 
B . . . . . . dst  

Guberrur 



Format 3 :  

DAFTAR OBYEK PEMERIKSAAN TAHUNAN (DOP-T) 

INSPEKTORAT . 

TAHUN ANGGARAN . 

SATUAN KERJA YANG DAFTAR OBYEK PEMERJKSAAN TAHU NAN 
NO MENJADI KEWENANGAN 

ANGGARAN 
NO ANGGARAN KET 

PEMERIKSA 
(RP.) SATUAN KERJA 

(RP.) 

JUMLAH 

lnspektur . 

Format 4 :  

DAFTAR OBYEK PEMERIKSAAN (DOP) 
INSPEKTORAT . 

PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP 

T AHUN ANGGARAN . 

Anggaran 

No Obyek pemeriksaan Program Kegiatan Belanja Belanja 
Operasi (Rp.) Modal (Rp.) 

Jumlah (Rp.) 

JUMLAH - - - 

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/ 
\0.- 

� VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT 
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LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR L TAHUN 2021 
TANGGAL: H Jar0rj2021 

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN 
PENYELENGGARAAN PEMERINT AHAN DAERAH 

A. PERSIAPAN PEMERIKSAAN 

1. Koordinasi Rencana Pemeriksaan 

a. lnspektorat daerah melakukan koordinasi dengan inspcktorat daerah 
kabupaten/kota mengenai waktu dan obyek yang akan diperiksa dalam 
rangka pengawasan umum dan pcngawasan teknis serta pcrangkat 
daerah lingkup pemerintah provinsi dalam rangka pengawasan 
perangkat daerah, sebelum memprogramkan pemeriksaan terlebih 
dahulu. 

b. Pengendali Teknis/Inspektur Pembantu menyampaikan rencana 
pemeriksaan kepada Inspektur sebagaimana Format 5. 

c. Inspektorat daerah kabupaten/Kota menginformasikan waktu dan 
obyek yang akan diperiksa kepada Kepala Daerah atau yang mewakili, 
Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang cliperiksa/yang mewaki l i .  

2. Pengumpulan dan Penelaahan Informasi Umum Mengenai Obyck yang 
Diperiksa 

a. Inspektorat Daerah menghimpun data dan informasi yang berkaitan 
dengan obyek yang diperiksa antara lain : 

peraturan perundang-undangan; 

data umum obyek yang diperiksa; 

laporan pelaksanaan program/kcgiatan dari obyek yang akan 
diperiksa; 

laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan sebelumnya; 

hasil penilaian risiko/ risk register yang dilakukan oleh obyek 
pemeriksaan; dan 

sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai 
pelaksanaan program/kegiatan obyek yang akan diperiksa. 

b. Menelaah data dan informasi yang dikumpulkan untuk bahan 
pemeriksaan. 

B. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN (PKP) 

1. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan meliputi kegiatan : 

a. penentuan personil; 

b. penentuan jaduaJ waktu pemeriksaan; 

c. penentuan obyek, sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan; 

d. menyusun langkah-langkah pemeriksaan. 

¢£ 



2. Penyusunan langkah-langkah kerja pemeriksaan wajib berpedoman pada 
sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan yang ditetapkan dalam PKPT dan 
hasil penilaian risiko (risk register) yang clilakukan oleh obyek pemeriksaan. 

Bentuk Program Kerja Pemeriksaan (PKP) scbagaimana Format 6. 

C. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 

1. Pertemuan awal (Entry Briefing) 

Tim Pemeriksa bertemu dengan Kepala Daerah atau yang mewakili, 
Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/yang mewakili, untuk 
menyampaikan maksud dan tujuan pcmeriksaan. 

2. Pelaksanaan Pemeriksaan 

a. Tim Pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada obyek-obyek 
yang akan diperiksa sesuai dengan program kerja pemeriksaan. 

b. Tim Pemeriksa wajib melakukan pemeriksaan dengan mempedoman i 
langkah kerja pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam program kerja 
pemeriksaan. 

c. Tim Pemeriksa wajib melakukan pendalaman terhadap hasi l  peniiaian 
risiko/risk register pada obyek pemeriksaan yang memil ik i  dampak 
risiko tinggi clan tinggi sekali. 

d. Pemeriksaan memperhatikan ketcrkaitan kondisi yang ditemukan 
dengan kriteria, mengidentifikasi penyebab terjadinya error/ fraud dan 
potensi akibat yang ditimbulkan sebagai dampak. 

3. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 

a. Setiap Auditor /PPUPD wajib menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam 
Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). 

b. KKP direview secara berjenjang olch Ketua T im ,  Pengendali Teknis/ 
Inspektur Pembantu dengan membcrikan paraf pada KKP yang di review 
clan dilakukan pemberkasan. 

c. Kertas Kerja Pemeriksaan disusun clalam satu berkas diserahkan oleh 
Ketua Tim kepacla Sekretariat untuk cliarsipkan. 

Bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) scbagaimana pacla Format 7 .  

4. Supervisi berjenjang 

Pelaksanaan pemeriksaan wajib dilakukan supervisi secara berjenjang oleh 
Ketua Tim, Pengendali Teknis/ Inspektur Pembantu. 

5. Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan 

Temuan hasil pemeriksaan harus dikonfirmasikan kepada pimpinan obyek 
yang diperiksa untuk meminta tanggapan. Hasil konfirmasi harus 
ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

6. Penyusunan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) 

Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan merupakan himpunan hasil pemeriksaan 
yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomenclasi yang 
mempunyai dampak bagi pemerintah claerah clan masyarakat yang perlu 
segera mendapat perhatian. Disusun oleh Ketua Tim dan diketahui oleh 
Pengendali Teknis/Inspektur Pembantu. 

Bentuk Penyusunan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) sebagaimana 
pada Format 8. @U 
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7. Pertemuan Akhir (Exit Briefing) 

Tim Pemeriksa menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada 
kepala daerah atau yang mewakili dan pimpinan instansi/unit kerja yang 
diperiksa/yang mewakili. 



Kepada 
Dari 
Nomor 
Tanggal 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Format 1 

NOTA DINAS PENYAMPAIAN RENCANA PEMERIKSAAN 

KOP 

NOTA DINAS 
Inspektur . 
Pengendali Teknis / Inspektur Pembantu . 

1 (satu) Berkas PKP 
Rencana Pemeriksaan 

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur, maka bersama ini diajukan rencana Pemeriksaan 
Reguler, se bagai beriku t : 

A. Susunan Tim. 
l . 

2 .. 

3. .. dst. 
B. Obyek dan Sasaran Pemeriksaan. 

1. Obyek Pemeriksaan. 
a . .. .. .. .  

b. • • . . .  Dst 
2. Sasaran Pemeriksaan. 

a . 

b Ost 
C. Pelaksanaan Pemeriksaan. 

Waktu Pemeriksaan Reguler direncanakan dari tanggal . . . . . . . . . .  
s/d . . . . . . . • • . . . .  dengan rincian scbagai berikut : 

1. Jumlah hari kerja Hari 
2. Jumlah hari libur : . . . . . • . . . . . . .  Hari 

Jumlah · · o . s o . . . . ,  Hari 

Demikian mohon persetujuan Inspekt ur . . . . . 8 8 8 8 8 . . . . . . . . .  

Pengendali Tknis / Inspcktur 
Pembantu . . . ,  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NIP .. 

- 2 0 ­  



Format 2 

PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN 

KOP 

PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN 

NOMOR : IP. 777 / /K/PKPT/2021 

Satuan Kerja Yang Diperiksa 
· · · · · · · · · · · · ·  

Jenis Pemeriksaan . . . . .. . . .. . .  

Periode Yang diperiksa . .. . .. . . . .  

Lamanya Waktu Pemeriksaan . . . . . .. .. .. . .  

I.  UMUM 
A. Tujuan Pemeriksaan : 

1. .. . . .  

2. . . . . .. .. . .  

B.  Sasaran Pemeriksaan : 
1. .. . . . . .  

2. . . . . . . . . . . . 

C. Ruang Lingkup Pemeri.ksaan 
1. . . . . .. .  

2. .. .... . . . . .  

D. Bentuk Laporan 
Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan. 

PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN 

Nama Pemeriksaan .. . .. . .. .  

Sasaran Pemeriksaan .. . .. . . .. ..  

Periode yang diperiksa . ,  . . . . . . . .  

URAIAN 
RENCANA REALISASI 

NO TUJUAN / PROSEDUR / DILAKSANAKA 
ALOKA 

DILAKSANAK 
ALOKA REFF KET 

SI SI KKP 
LANGKAH PEMERIKSAAN N OLEH 

WAKTU 
AN OLEH 

WAKTU 

I 2 3 4 5 6 7 8 

Ku pang, . . . . . . . . . . . . . . . . .  202 l 

Menyetujui: Disusun oleh: 
Pengendali Teknis/ Ketua Tim, 

Inspektur Pembentu, 

· · · · · · · " · · · · · · · ·  

. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  
NIP . . . . . . . . . . . . . . .  ,  

N IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mengetahui: 
INSPEKTUR, 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Pangkat / Golongan Ruang 
NIP . . . . . . . . . . . . . . .  

-  2 1 ­  



Keterangan : 

1. Penjelasan Pengisian Kolom 
a Kolom 2 diisi dengan Uraian Tujuan / Prosedur / Langkah 

Pemeriksaan 
a Kolom 3 diisi dengan Nama Pemeriksa yang direncanakan 

melaksanakan pemeriksaan 
b. Kolom 4 diisi dengan rencana alokasi waktu 
c Kolom 5 diisi dengan nama pemeriksa yang melaksanakan 

pemeriksaan 
d. Kolom 6 diisi dengan realisasi alokasi waktu 
e Kolom 7 diisi dengan Namor KKP yang bersangkutan 

Kolom 8 diisi dengan keterangan yang dianggap perlu 

2. Cara mengisi Nomor PKP, Nomor Langkah Kerja dan Nomor KKP 

A. Nomor PKP. 
Contoh : 

l .  IP .777 
2. 09 
3. RK 
4. PKPT-2021 

Program Kerja Pemcriksaan 

Nomor : IP.777/09/RK/PKPT-2021 

= Kade SKPD & Kade Substansi 
= Nomor Urut PKp 
= Jenis Pemeriksaan 
= Tahun PKPT 

B. Nomor Langkah Kerja. 
Contoh Langkah Kerja Pemeriksaan Nomor : 1 .09/2021 
1. 1 = Langkah Kerja Pertama 
2. 09 = Nomor Urut PKP 
3. 2021 = Tahun PKPT 

C. Nomor KKP. 
Contoh 
1. 1 

2. 1 

3. 09 
4. 2021 

Kertas Kerja Pemeriksaan Nomor :  1 . 1 .09/2021  
= Namor Urut Kertas Kerja Pemeriksaan Kesatu 
= Nomor Urut Langkah Kerja 
= Nomor Urut PKP 
= Tahun PKPT 

Contoh 
5. 1 

6. 1 

7. 09 
8. 2021 

Kertas Kerja Pemeriksaan Nomor : 2 . 1 .09/2021  
= Nomor Urut Kertas Kerja Pemeriksaan Kcdua 
= Nomor Urut Langkah Kerja 
= Nomor Urut PKP 
= Tahun PKPT 



Format 3 

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN 

KOP 

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN 

Nomor 
. · · · · · · · · · · · · · · · "  

. . . . . . . . . .  

Tanggal dan Nomor PKP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Satuan Kerja Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Obyck yang diperiksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Periode yang diperiksa . . .  · • · · · · · ·  "  . . . . .. . . . . .. .  ·• . . . . . . . . . . . . . .  

Langkah Kerja Nomor 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  .. . . . . . . . . . . .  

Disusun oleh / tanggal / Paraf . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Direview oleh / tanggal / Paraf . . . . .  "  . . . . . . . .. . .. . . . . . . .  . . . .. . . . .. . . .. .  

Uraian Permeriksaar Cat atan Review 

(Diisi oleh Pemeriksa tentang seluruh catatan ] bukti (Diisi oleh Ketua Tim, tentang koreks dan instruksi terhadap 
pendukung hasil pemnerisann) hasil pemeriksaan) 

Keterangan : 

1 .  KKP harus memenuhi syarat-syarat scbagai berikut: 
a Lengkap sesuai Daftar Materi Pemeriksaan yang ditetapkan 
b. Tepat (bebas dari kesalahan baik kesalahan hitung maupun kesalahan dalam 

penyajian informasi). 
C. Jelas dan mudah dimengerti (antara lain jangan membuat singkatan yang belum 

lazim) 
d. Sistematis, bersih dan rapi. 
e. Didasarkan atas fakta dan bukti yang kompeten serta argumentasi yang rasional. 
t Memuat hal-hal yang peting yang relevan dengan pemcriksaan; 
9 Penulisan KKP harus analisa dan obyektif. 

3 KKP direview secara berjenjang olch Kctua Tim, Pengendali Teknis dan Inspektur 

Pembantu dengan memberikan paraf pada KKP yang direview dan dilakukan 

pemberkasan. Terhadap penulisan KKP yang tidak lengkap/mengacu pada Daftar 

Materi Pemeriksaan, maka dilakukan pem binaan sccara berjenjang terhadap 

pemeriksa yang bersangkutan. 

4. Kertas Kerja Pemeriksaan disusun dalam satu berkas diserahkan oleh Ketua Tim 

kepada Sekretariat untuk diarsipkan. 

- 2 3 ­  



Format 4 
POKOK-POKOK HASIL PEMERIKSAAN (P2HP) 

KOP 

POKOK-POKOK HASIL PEMERIKSAAN (P2HP) 
TIM INSPEKTORAT . 

DI . 
TAHUN ANGGARAN ........ .............. 

I. PENDAHULUAN 
Berdasarkan Program Kerja Pengawasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 
. . . . . . . .  ,  dan Surat Togas Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor: tanggal . . . . . . ,  
Tim Pemeriksa lnspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan 
Pemeriksaan pada dari tanggaJ s/d dengan hasil pemeriksaan 
sebagai berikut : 
A. Perangkat Daerah yang diperiksa 

l. dst 
B. Sasaran Pemeriksaan. 

l. dst 
C. Masa yang diperiksa. 

II. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN. 
A. Aspek . . . . .  

1. ,  dst 
B. Aspek dst (disesuaikan dengan Program Kerja Pemeriksaan) 

l. , dst 
IV. PENUTUP 

Demikian Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) ini karni sampaikan untuk 
mendapat perhatian dan penyempumaan lebih lanjut. 

Laporan lengkap Hasil Pemeriksaan akan segera kami sampaikan daJam bentuk 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 

Nama Kota, tanggal/ bulan/tahun 

Tim Pemeriksa, 

l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pengendali Teknis 

2 Ketua Tim 

Keterangan : 

1. Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) merupakan himpunan hasil pemeriksaan 
yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendasi yang mempunyai 
dampak bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang perlu segera mendapat 
perhatian disusun oleh Ketua Tim dan diketahui Pengendali Teknis / Inspektur 
Pembantu. 

2. Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) menggambarkan jumlah keseluruhan 
temuan positif dan negatif serta nilai Kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban 
Setor kepada Negara / Daerah. 

i GUBERNUR NUS� TIMUR/ 
) VIK TOR BUNGTILU LAISKODAT 

- 2 4 ­  



2021 

TAHUN 2021 

4 Jaari 

NOMOR 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

I 

TANGGAL 

LAMPIRAN III 

LANGKAH KERJA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 

No Lingkup Aspek Langkah Kerja Pengawasan 

envusunan Program Kerja Pengawasan 

Mengumpulkan data untuk penyusunan 
program kerja pengawasan mcliputi reviu, 
cvaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan 
dalam rangka pelaksanaan pengawasan 
umum penyclenggaraan pemerintahan daerah 

c 

- 

a 

� 1�---------,,------,-----------c----,-----i 
Menyusun program kerja reviu, evaluasi, 
monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam 
rangka pelaksanaan pengawasan umum 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 

-· I�-------------------�-, Mengusulkan program kerja reviu, cvaluasi, 
monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam 
rangka pelaksanaan pengawasnan umum 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 

Perencanaan 
Pengawasan 

1 [Pengawasan Umum 1 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 

rl Mclakukan reviu program kerj revnu, 
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan 
dalam rangka pelaksanaan pengawasan 
umum penyclenggaraan pemerintahan daerah 

2 Penvusunan Revisi Program Kerja Pengawasan 
'--�--------------------, a Mengumpulkan data untuk penyusunan revisi 

program kerja program kerja pengawasan 
meliputi reviu, evaluasi, momtorn@, dan/atau 
pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan 
pengawasan umum penvelenggaraan 
pemerintahan daerah 

b [Menyusun revisi program kerja reviu, 
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan 
dalam rangka pelaksanaan pengawasan 
umum penyelenggaraan pemerintahan daerah 

c Mcngusulkan revisi program kerjn reviu, 
cvaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan 
dalam rangka pelaksanaan pengawasan 
umum penyelenggaraan pemerintahan daerah 

Melakukan reviu revisi program kerj reviu, 
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan 
dalam rangka pelaksanaan pengawasan 
umum penyelenggaraan pemerintahan daerah 

3 Ekspose Program Kerja Pengawasan 

a 'Menyiapkan bahan ekspose program kerja 
pengawasan umum penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 

b Menyusun Dahan ckspose program kerja 
pengawasan umum penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 

c Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose 
program kerja pengawasan umum 
penyclenggaraan pemerintahan daerah 

d Mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose 
program kerja pengawasan umum 
penyclenggaraan pemerintahan daerah 



No Lingkup Aspck Langkah Kerja Pengawasan 

2 Pelaksanaan l Pembagian Urusan 
Pengawasan 

Menyiapkan bahan dan mengidentifikasi a 
kcbijakan yang ditetapkan dalam pembagian 
urusan 

b Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan 
yang ditctapkan dalam pembagian urusan 

C Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan 
yang telah ditetapkan dalam pembagian 
urusan 

2 Kelembagaan Dacrah 

a Mcnyiapkan bahan dan mengidentifikasi 
kebijakan yang ditetapkan dalam 
kelembagaan daerah 

b Menganalisis dan mengevaluasi kcbijakan 
yang ditetapkan dalam kelembagaan daerah 

C Merckomendasikan perbaikan atns kcbijakan 
yang telah ditctapkan dalam kelembagaan 
daerah 

3 Kcpegawaian Dacrah 

a Menyiapkan bahan dan mengidentifikasi 

kcbijakan yang ditetapkan dalam 
kepegawaian daerah 

- 

b Menganalisis dan mengevaluasi kcbijakan 
vang ditctapkan dalam kepegawaian daerah 

- 

C Merckomendasikan perbaikan atas kcbijakan 
vang telah dittapkan dalam kepegawaian 
daerah 

4 Keuangan Daerah 
f-- 

n Menyiapkan bahan dan mengdentifiknasi 
kcbijakan yang ditetapkan dalam ketangan 
daerah 

- - 

1 Menganalisis dan mengevalas cbijakan 
vang ditetapkan dalam keuangan daerah 

- - -  
¢  Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan 

vang telah ditctapkan dalam keuangan dacrah 

5 Pembangunan Daerah 
-- 

� 

a  Menyiapkan Dahan dan mengdentifikasi 
kbijakan yang ditetapkan dalam 
pembangunan daerah 

b Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan 
yang ditetapkan dalam pembangunan daerah 

C Merekomendasikan perbaikan a t a s  kcbijakan 
vang tclah ditetapkan dalam pembangunan 
daerah 

[6 Pelavanan Publik 

a Menyiapkan bahan dan mengidentifikasi 
kcbijakan yang ditetapkan dalam pelayanan 
publik 

s Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan 
vang ditetapkan pelayanan pubhik 

- 

c Merekomendasikan perbaikan atas kcbijakan 
vang telah ditctapkan dalam pelayanan publik 

7 Kerja Sama Daerah 

a Menyiapkan Dahan dan mengidentifikasi 
kcbijakan yang ditctapkan dalam kerja sama 
dacrah 



No Lingkup Aspck Langkah Kerja Pengawasan 

b Menganalisis dan mcngevaluasi kcbijakan 

yang ditetapkan dalam kerja sama dacrah 

e Merckomendasikan perbaikan atas kebijakan 
yang telah ditetapkan dalam kerja sama 

daerah 

8 Kcbijakan Dacrah 

a Menyiapkan bahan dan mengidentifikasi 
kcbijakan yang ditctapkan dalam kcbijakan 
lacrah 

b Menyiapkan bahan dan mengidentifikasi 
kcbijakan yang ditctapkan dalam kcbijakan 
kdacrah 

C Merckomendasikan perbaikan atas kcbijakan 
yang telah ditctapkan dalam kebijakan daerah 

9 Kcpala Dacrah dan DPRD 

a Menyiapkan bahan dan mcngidcntifikasi 
kcbijakan yang ditctapkan dalam kepala 
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

b Menganalisis dan mengevaluasi kcbijakan 
yang ditetapkan dalam kepala dacrah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

C Merckomendasikan perbaikan atas kebijakan 
yang tclah ditct.apkan dalam kepala daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

3 Penyusunan l a Menyiapkan Dahan penyusunan konsep 
Laporan laporan hasil pengawasan umum 

penyelenggaraan pemerintnhan daerah 

b Menyusun konsep laporan hasil pengawasan 
umum penyelenggaraan pemerintahan daerah 

- -  

C  Melakukan reviu konsep laporan hasil 
pengawasan umum penylenggaraan 
pemerintahan daerah 

d Mclakukan reviu dan menyetuju laporan 
hasil pengawasan umum penyclenggaraan 
pemcrintahan daerah 

2 a Menyiapkan usu Ian konsep surant atensi 
kepada pimpinan objck pengawasan umum 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 

� -- 

b Melakukan revmu usulan konstp sural atenst 
kpada pimpinan objck pengawasan atas 
hasil pengawasan umum penvelenggaraan 
pemerintahan daerah 

� 

¢ Melakukan reviu usulan konsep surat atens 
kepada pimpinan objek pengawasan atas hasil 
pengawasan umum penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 

3 Ekspose Konsep Laporan Hasil Pengawasan 

a Menyiapkan bahan ckspose laporan hasil 
pengawasan umum penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 

>--- 
b Menyusun bahan eksposc laporan hasil 

pengawasan umum penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 

c Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose 
laporan hasil pengawasan umum 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 



No Lingkup Aspck 

d 

Langkah Kerja Pengawasan 

Mengendalikan mutu pelaksanaan ckspose 
laporan hasil pengawasan umum 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 

3 Pengawasan 
Standar 
Minimal 

Capaian 
Pelayanan 

Perencanaan 
Pengawasan 

a Mengumpulkan data untuk penyusunan 
program kerja reviu, evaluasi, monitoring, 
dan/atau pemeriksaan dalam pengawasan 
capaian standar pelayanan minimal 

Penyusunan Program Kerja Pengawasan 

b Menyusun 
monitoring, 
pengawasan 
minimal 

program kerja reviu, evaluasi, 
dan/atau pemeriksaan dalam 

capaian standar pelayanan 

¢ Mengusulkan program 
monitoring, dan/atau 
pengawasan capaian 
minimal 

kerja reviu, evaluasi, 
pemeriksaan dalam 
standar pelayanan 

d Melakukan reviu program kerja reviu, 
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan 
dalam pengawasan capaian standar 
pclayanan minimal 

2 'Penyusunan Revisi Program Kerja Pengawasan 

a Mengumpulkan data untuk penyusunan revisi 
program kerja reviu, evaluasi, monitoring, 
dan/atau pemeriksaan dalam pengawasan 
capaian standar pelayanan minimal 

b Menyusun revisi program kerja reviu, 
cvaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan 
dalam pengawasan capaian standar 
pelayanan minimal 

c Mengusulkan revisi program kerja reviu, 
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan 
dalam pengawasan capainn standar 
pclayanan minimal 

d Melakukan reviu revisi program kerja reviu, 
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan 
dalam pengawasan capainn standar 
pclayanan minimal 

3 Ekspose Program Kerja Pengawasan 

a Menyiapkan bahan ckspose atas program 
kerja pengawasan dalam pengawasan capaian 
standar pelayanan minimal 

1-----1-----�-----------�-c-1 
L Menyusun bahan ckspose atas program kerja 

pengawasan dalam pengawasan capaian 
standar pelayanan minimal 

1---- 

c Melakukan supervisi 
ntas program kerja 
pengawasan capaian 
minimal 

d Mengendalikan mutu 
a tas program kerja 
pengawasan capaian 
minimal 

pelaksanaan vkspose 
pengawasan dalam 
s t a n d a r  pelayanan 

p e l a k s n n a a n  ekspose 

pengawnsnn dalam 
standar pelavanan 

2 Pelaksanaan 
Pengawasan 

a Mengidentifikasi kcbijakan vang ditetapkan 
dalam penyclenggaraan urusan wajib 
pemerintahan daerah dalam pengawasan 
capaian standar pelayanan minimal 

j, Menganalisis dan mengevaluasi kcbijakan 
vang ditetapkan dalam penyelenggaraan 
urusan wajib pemerintahan daerah dalam 
pengawasan capaian standar pelayanan 
minimal 



No L i n g k u p  Aspck 

d 

Langkah Kerja Pengawasan 

Merckomendasikan perbaikan a t a s  k c b i j a k a n  
vang telah ditctapkan dalam penyelenggaraan 
urusan wajib pemerintahan daerah dalam 
prngawasan capaian s t a n d a r  pelayanan 
minimal 

2 a Mengidentifikasi 
pelayanan dasar 
minimal 

capaian pelaksanaan 
atau standar pelayanan 

3 

e-f--------------�-------1 
b Mengevaluasi dan menganalisis capaian 

pelaksanaan standar pelayanan minimal 

c Merckomendasikan perbaikan atas capaian 
pelaksanaan standar pelayanan minimal 

Mengidentifikasi efisicnsi dan efcktifitas 
penggunaan sumber daya dalam pencapaian 
standar pelayanan minimal 

­ b Mengevaluasi dan menganalisis efisiensi dan 
efcktifitas penggunaan sumber dava dalam 
pencapaian standar pelayanan minimal 

Merckomendasikan peningkatan efisiensi dan 
cfcktifitas penggunaan sumber daya dalam 
pcncapaian standar 

pclayanan minimal 

Menyusun kertas kerja pengawasan meliputi 
kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja 
monitoring_, kertas kerja evaluasi, dan/atau 
kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas 
dalam pengawasan capaian standar 
pelayanan minimal 

b Melakukan reviu kertas kerja pengawasan 
mcliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas 
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, 
dan/atau kertas kerja reviu untuk 
pclaksanaan tugas dalam pengawasan 
capaian standar pelayanan minimal 

c Melakukan reviu kertas kerja pengawasan 
meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas 
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, 
dan/atau kertas kerja reviu untuk 
pelaksanaan tugas dalam Pengawasan 
Capaian Standar Pelayanan Minimal yang 
telah dilakukan reviu 

d Melakukan reviu rckomendasi dan 
menyetujui laporan hasil pengawasan atas 
pengawasan capaian standar pelayanan 
minimal 

a 

3 Penyusunan 
Laporan 

'--� 

5 Mengendahikan mutu hasil pengawasan atas 
capaian standar pelayanan minimal 

Menyiapkan Dahan penyusunan konsep 
laporan hasil pengawasan atas capaian 
standar pelayanan minimal 

D 

I  

Menyusun konsep laporan hasil pengawasan 
atas capaian standar pelavanan minimal 

Melakukan reviu konsep laporan hasil 
prngawasan atas capaian standar pelayanan 
minimal 

d Melakukan reviu dan menvetuju 
hasil pengawasan atas capman 
pelayanan minimal 

laporan 
standar 

2 Menyiapkan usulan konsep surat atensi 
kepada pimpinan objk pengawasan atas 



No Lingkup Aspck Langkah Kerja Pengawasan 

hasil pengawasan capainan standar pelayanan 
minimal 

Mclakukan reviu usulan konsep surat atensi 
kcpada pimpinan objek pengawasan atas hasil 
pengawasan capaian standar pelayanan 
minimal 

-1----------------------1 
c Melakukan reviu usulan konsep s u r a t  atensi 

kepada pimpinan objck pengawnsan a tas  hasil 
pengawasan capaian standar pelayanan 
minimal 

-··---- 

3 Ekspose Konscp Laporan Hasil Pengawasan 

Menyiapkan bahan ekspose laporan hasil 

pcngawasan atas pengawasan capaian 
standar pelayanan minimal 

capaian 
Menyusun bahan ckspose laporan hasil 
pengawasan atas pengawasan 
standar pelayanan minimal 

D 

C Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose 
laporan hasil pengawasan a t a s  pengawasan 
capaian standar pelayanan minimal 

d Mcngendalikan mutu pelaksanaan ckspose 
laporan hasil pengawasan atas pengawasan 
capaian standar pelayanan minimal 

Penyusunan Program Kerja Pengawasan 

pcngawasan 
prosedur, dan 
pcmerintah 

a Mengumpulkan data untuk penyusunan 
program kerja reviu, evaluasi, monitoring, 
dan/atau pemeriksaan atns pengawasan 
Ictaatan norma, standa, prosedur, dan 
kriteria yang ditctapkan oleh pemerintah 

f---fc----------��--�----c---c-1 
b 'Menyusun program kerja reviu, evaluasi, 

monitoring, dan/atau pemeriksaan atas 
ketaatan norma, standar, 
kriteria yang ditetapkan oleh 

4 Pengawasan terhadap I Perencanaan 
Ketaatan atas Norma, Pengawasan 
Standar, Prosedur, dan 
Kriteria yang 
Ditctapkan oleh 
Pemerintah 

C Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi, 
monitoring, dan/atau pemeriksaan atas 
pcngawasan ketaatan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
pemerintah 

d Melakukan reviu program kerja reviu, 
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan 
atas pengawasan ketaatan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditctapkan oleh 
pemerintah 

2 [Penyusunan Revisi Program Kerja Pengawasan 

a [Mengumpulkan data untuk penyusunan revisi 
program kerja reviu, evaluasi, monitoring, 
dan/atau pemeriksaan atas pengawasan 
ketaatan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditctapkan oleh pemerintah 

b Menyusun revisi program kerja reviu, 
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan 
atas pcngawasan ketaatan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
pcmerintah 

c Mengusulkan revisi program kerja reviu, 
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan 
atas pengawasan ketantan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditctapkan oleh 
pemerintah 



No Lingkup Aspek Langkah Kerja Pengawasan 

d Melakukan reviu revisi program kerja reviu, 
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan 

atas pengawasan ketaatan norma, standar, 

prosedur, dan kritcria yang ditetapkan oleh 

pemerintah 

3 Ekspose Program Kerja Pengawasan 

a Menyiapkan bahan ckspose atas pengawasan 
ketaatan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah 

b Menyusun bahan ekspose atas pengawasan 

ktaatan norma, standar, prosedur, dan 

kritcria yang ditetapkan oleh pemerintah 

C Melakukan supervisi pelaksanaan ckspose 

atas pngawasan ketaatan norma, standar, 
proscdur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

pemerintah 
� 

d Mengendahikan mutu pelaksanan ekspose 

at as pcngawasan ketaatan n o r m ,  standar, 
proscdur, dan kriteria yang ditetapkan olch 
pemerintah 

-- 

2 Pelaksanaan I a Mengidentifikasi kcbijakan vang d i t e t a p k a n  

Pengawasan dalam penyclenggaraan urusan pemerintahan 
konkuren atas pcngawasan ketaatan normn, 
standar, prosedur, dan kriteria 

'--- 
h Menganalisis dan mengevaluasi kcbijakan 

vang ditctapkan dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan konkuren 

'--- 
c Merekomendasikan perbaiknn atas kcbijakan 

vang telah ditctapkan dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan konkuren 

2 a Mengidentifikasi kepatuhan atas pelaksanaan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria 

'--- 
b Menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan 

atas pelaksanaan normn, standar,  proscdur, 
dan kriteria 

�-- 

e Merekomendasikan pcrbaikn atas 

kpatuhan pelaksanaan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 

a n Mengidentifikasi cfisiensi dan efcktifitas 
penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan 
norma, standar, proscdur, dan kriteria 

1 Menganalisis dan mengevaluasi efisiensi dan 
efektifitas penggunaan sumber daya dalam 
pclaksanaan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria 

c Merekomendasikan perbaikan guna efisiensi 
dan cfektifit as pcnggunaan sumber daya 
dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria 

4 a Menyusun kertas kerja pengawasan mcliputi 
kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja 

monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau 
kertas kcrja reviu untuk pelaksanaan tugas 
dalam pengawasan atas pengawasan ketaatan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan olch pemerintah 

b Melakukan reviu kertas kerja pengawasan 
meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas 
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, 
dan/atau kertas kerja revit untuk 

pelaksanaan tugas dalam pengawasan atas 

- 
pengawasan ketaatan norma standar, 
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proscdur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
pemerintah 

c Melakukan revIu kert.as kerja pengawasan 

meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas 

kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, 

dan/atau kertas kerja reviu untuk 

pelaksanaan tugas dalam pengawasan atas 

pengawasan ketaatan norma, standar, 
proscdur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
pemerintah yang telah dilakukan reviu 

5 Mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasan 

1 Penyusunan I a Menyiapkan bahan penyusunan konsep 

aporan laporan hasil pengawasan at as pengawasan 

ketaatan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria 

b Menyusun konsep laporan hasil pengawasan 
atas pengawasan ketaatan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 

� 

C Melakukan reviu konsep laporan hasil 

pen.gawasan atas pcngawasan ketaatan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria 

L 

d Melakukan reviu dan menyctujui laporan 
hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan 
norma, standar, proscdur, dan kriteria 

2 a Menyiapkan usulan konscp sural atensi 

kepada pimpinan objck pengawasan atas 
pengawasan ketaatan normn, standar, 
prosedur, dan kriteria 

b Melakukan reviu usulan konsep surat atens 

kepada pimpinan objek pengawasnn atas 

pengawasan kctaatan n o r m ,  stanndar, 

prosedur, dan kriteria 
�- 

e Mclakukan reviu usulan konsep surat atenst 

kcpada pimpinan objek pengawasan 

3 Ekspose Konsep Laporan Hasil Pengawasan 

a Menyiapkan bahan ekspose laporan hasil 

pengawasan atas pengawnsan ketaatan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria 

b Menyusun bahan ckspose lapor an hasil 

pcngawasan atas pengawasnm ketaatan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria 

€ Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose 
laporan hasil pengawasan atas pengawasan 
ketaatan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria 

d Mengendalikan mutu pelaksanaan ckspose 

laporan hasil pengawasan a1as prngawasan 

ketaatan norma, standar, proscdur, dan 

kriteria 

5 Pengawasan terhadap I Perencanaan I Penvusunan Program Kerja Pengawasan 

Dampak Pelaksanaan Pengawasan '-- 

Urusan Pemerintahan 
a Mengumpulkan clat.a untuk pwnvusunan 

Konkuren olch program kerja reviu, evaluasi, monitoring, 

Pemerintahan Daerah 
dan/atau pemeriksaan terhadap 

dampak pelaksanaan urusan pemerintahan 
konkuren oleh pemerintahan daerah 

b Menyusun program kerja reviu, evaluasi, 

monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap 
dampak pelaksanaan urusan pemerintahan 
konkuren oleh pemerintahan daerah 
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c Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi, 
monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap 
dampak pelaksanaan urusan pemerintahan 
konkuren olch pemerintahan daerah 

d Melakukan reviu program kerja reviu, 
valuasi, monitoring, dan/atau pcmeriksaan 
t e r h a d a p  dampak pelaksanaan urusan 
pemerintahan konkuren oleh pemerintahan 
daerah 

2 'Penyusunan Revisi Program Kerja Pengawasan 

a 'Mengumpulkan data untuk penyusunan revisi 
program kerja reviu, cvaluasi, monitoring, 
dan/atau pemeriksaan terhadap dampak 
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren 
oleh pemerintahan daerah 

b Menyusun revisi program kerja reviu, 
cvaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan 
terhadap dampak pelaksanaan urusan 
pemerintahan konkuren olch pemerintahan 
dacrah 

c Mengusulkan revisi program kerja reviu, 
evaluasi, monitoring, d a n / a t a u  pemeriksaan 
terhadap dampak pelaksanaan urusan 
pemerintahan konkuren olch pemcrintahan 
dacrah 

d Melakukan reviu revisi program kerja reviu, 
evaluasi, monitoring, d a n / a t a u  pemeriksaan 
terhadap dampak pelaksanaan urusan 
prmerintahan konkuren oleh pemerintahan 
dacrah 

a Menyiapkan bahan ekspose trhadap dampak 
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren 
olch pemerintahan daerah 

'- b Menyusun bahan ckspose terhadap dampak 
pclaksanaan urusan pemerintahan konkuren 
olch pemerintahan daerah 

c Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose 
tcrhadap dampak pelaksanaan urusan 
pmerintahan konkuren oleh pemerintahan 
daerah 

Mengendahikan mutu pelaksanaan kspose 
terhadap dampak pelaksanaan urusan 
pemerintahan konkuren oleh pemerintahan 
lacrah 

2 Pelaksanaan I a 

Pengawasan 

� 

b 

C 

2 a 

Mcngidentifikasi target 
ditciapkan dalam dokumen 
pcnganggaran daerah 

capaan yang 
perenanaan dan 

Merekomendasikan perbaikan atas target 
apaian yang ditetapkan dalam dokumen 
perencanaan dan penganggaran daerah 

Menganalisis dan mengevaluasi target capaian 
yang ditctapkan dalam dokumen perencanaan 
dan penganggaran daerah 

Mengidentifikasi dampak pelaksanaan urusan 
dibandingkan dengan capaian target dalam 
dokumen perencanaan dan penganggaran 
dacrah 

I 

b Mcnganalisis dan mengevaluasi 
pclaksanaan urusan dibandingkan 
capaian target dalam dokumen 

perencanaan dan penganggaran 

dampak 
dengan 
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¢ Merckomendasikan perbaikan nas dampak 

pelaksanaan urusan dibandigknn dengan 

capaian target dalam dokumen pwrencanaan 

dan penganggaran 
� � - 

3 a Mengidentifikasi efisiensi dan efekt ifitas 
penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria 

� 

b Menganalisis cdan mengevaluasi chsiensi dan 
ctcktifitas penggunaan sumber daya dalam 

pelaksanaan norma, standar, pros(dur, dan 
kri teria 

� 

c Merckomcndasikan pcrbaikan guna cfisiensi 

dan efcktifitas penggunaan sumber daya 

dalam pclaksanaan norma standar, prosedur, 
dan kriteria 

4 a Menyusun kertas kerja pengawasan mcliputi 

kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja 
monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau 
kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas 

dalam pcngawasan terhadap dampak 
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren 
oleh pemerintahan daerah 

b Melakukan reviu kertas kerja pengawasan 

meliputi kertas kerja pcmeriksaan, kertas 
kerja monitorin'j, kertas kerja evaluasi, 

dan/atau kertas kerja reviu untuk 

pelaksanaan tugas dalam pengawasan 
terhadap dampak pelaksanaan urusan 
pemerintahan konkuren oleh pemerintahan 
dacrah 

c Melakukan reviu kertas kerja pengawasan 

meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas 

kerja monitoring, kertas er evaluasi, 

dan/atau kertas kerja Tr€VIL untuk 
pelaksanaan tugas dalam pengawasan 

terhadap dampak pelaksanaan urusan 
pemerintahan konkuren oleh pwmerintahan 
'acrah yang telah dilakukan reviu 

5 Mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasan 

3 Penyusunan I a Menyiapkan Dahan penyusunan konscp 

Laporan laporan hasil pengawasan terhadap dampak 
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren 
oleh pemerintahan dacrah 

� 

b Menyusun konsep laporan hasil pengawasan 
terhadap dampak pelaksanaan urusan 

pemerintahan konkuren oleh pemerintahan 

daerah 
� 

€ Melakukan reviu konsep laporan hasil 

pwngawasan terhadap dampak pwlaksanaan 

urusan pemerintahan onknren oleh 

pemerintahan daerah 

- d Melakukan reviu dan menvet laporan 

hasil pengawasan terhadap dampak 
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren 
olch pemerintahan dacrah 

- 

2 
" 

Menyiapkan usulan konsep s1rat a1ens 
kepada pimpinan objek pengawasan terhadap 
dampak pelaksanaan urusan pemerintahan 
konkuren oleh pemerintahan daerah 

b Melakukan reviu usulan konsep surat a1ens 
kepada pimpinan objck pengawasan terhadap 
dampak pelaksanaan urusan pemerintahan 
konkuren oleh pemerintahan daerah 
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c Melakukan reviu usulan konsep surat atensi 
kcpada pimpinan objck pengawasan terhadap 
dampak pelaksanaan urusa1 pwmerintahan 

konkuren oleh pemerintahan daerah 

3 Ekspose Konsep Laporan Hasil engawasan 

a Menyiapkan bahan ekspose laporan hasil 

pengawasan terhadap dampnk pelaksanaan 

urusan pemerintahan konkuren oleh 

pmerintahan daerah 

� 

b Menyusun Dahan ekspose laporan has1l 

pengawasan terhadap dampnk pelaksanaan 

urusan pemerintahan konkuren olh 

pemerintahan daerah 
C-- 

€ Melakukan supervisi pelaksnnann ekspose 

laporan hasil pengawasan terhacdap dampak 

pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren 
oleh pemcrintahan daerah 

cd Mengendalikan mutu pclaksanaan ckspose 

laporan hasil pengawasan terhadap dampak 

pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren 
oleh pemcrintahan daerah 

6 Pengawasan I Perencanaan I Penvusunan Program Kerja Pengawasan 

Penyelenggaraan 
Pengawasan � 

a Mengumpulkan data untuk penyusunan 

program kcrja reviu, cvaluasi, monitoring, 

dan/atau pemeriksaan penyelenggaraan 
pemerintahan desa 

1-- evaluasi, b Menyusun program kerja revrut, 
monitoring, dan/atau pemeriksaan 
penyelenggaraan pemcrintahan desa 

C Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi, 
monitoring, dan/atau pemeriksaan 

penyelenggaraan pemerintahan desa 

d Mclakukan reviu program kerja reviu, 
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan 
penyclenggaraan pcmerintahan desa 

2 Penyusunan Revisi Program Kerja Pengawasan 

a Mengumpulkan data untuk penyusunan revisi 
program kerja reviu, evaluasi, monitoring, 

dan/atau pemeriksaan penvelenggaraan 
pmerintahan desa 

b Menyusun revisi program kerj reviu, 
evaluasi, monitoring, dan/a tau  pemeriksaan 
penvelenggaraan pemerintahan desa 

-- 

€ Mengusulkan revisi program erja reviu, 
evaluasi, monitoring, d a n / a t a u  pemeriksaan 
penyelenggaraan pemerintahan desa 

f---- 

d Melakukan reviu revisi program kerja reviu, 

evaluasi, monitoring, d a n / a t a u  pemeriksaan 
penyelenggaraan pemerintahan desa 

3 Ekpose Program Kerja Pengawasan 
r- 

" 
Menyiapkan Dahan ekspost program kcrja 

pwngawasan penyelenggarann pemeritahan 

lesn 
1-- 

b Menyusun bahan ekspose program kerja 

prngawasan penvelenggaraan pemerintahan 

desa 

- 

€ Melakukan supervisi pelaksnnaa ekspose 

program kerja pengawasan penvelenggaraan 

pemerintahan desa 
- 
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d 

Langkah Kerja Pengawasan 
----�----, 

Mengendalikan mutu pelaksanann ekspose 
program kerja pengawasan penvwlenggaraan 

pemerintahan desa 

2 Pelaksanaan 
Pengawasan 

1 P e m e r i k s a a n / E v a l u a s i / R e v i u / M o n i t o r i n g  
Penvwlenggaraan Pemerintahan Des 
..___ �------------·- a Mengidentifikasi penvelenggaraan 

pemerintahan desa yang m e m l i k i  potensi 
penyimpangan 

- b [Menganalisis dan mengevaluasi 
penyelenggaraan pemerintahan desa yang 
memihiki potensi penyimpangan 

� ------ 

Memberikan rckomendasi perhakan atns 

penyelenggaraan pemerintahan des 

2 Menyusun kertas kerja pengawnsan mehiputi 
kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja 
monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau 
kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas 
dalam pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan desa 

b Melakukan reviu kertas kerja pengawasan 
meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas 
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, 
dan/atau kertas kerjn reviu untuk 
pelaksanaan tugas dalam pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan desn 

�--1-----------------------J 
e Melakukan reviu kertas kerja pengawasan 

meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas 
kerja monitoring, kertas kerjn evaluasi, 
dan/atau kertas kerjn reviu untuk 
pelaksanaan tugas dalam pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan desa yang 
tclah dilakukan reviu 

3 [Mengendalikan m u t u  pelaksanaan pemeriksaan 
penyclenggaraan pemerintahan desa 

3 Penyusunan 
Laporan 

a Menyiapkan bahan penyusunan konscp 
laporan hasil pecngawasan penyelenggaraan 
pemerintahan desa 

b Menyusun konsep laporan hasil pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan desa 

C Melakukan reviukonsep laporan hasil 
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
desa 

d Melakukan reviu dan 
hasil pengawasan 
pemerintahan desa 

menyetujui laporan 
penvelenggaraan 

2 Menyiapkan usulan konsep surat atensi 
kepada pimpinan objck pengawasan 
penyclenggaraan pemerintahan desa 

b Melakukan reviu usulan konsep surat atensi 
kepada pimpinan objck pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan desa 

Mclakukan reviu u s u l a n  konsep surat atensi 
kepada pimpinan objck pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan desa 

3 Eksposc Konsep Laporan Hasil Pengawasan 

Menyiapkan bahan ckspose laporan hasil 
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
desa 
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-- 

b Melakukan komunikasi dengan pihak terkait 
u n t u k  penyusunan Dahan klarifkasi 

pengaduan masyarakat dalam rangka 
pemeriksaan khusus 

c Menyusun konsep klarifiknsi pengaduan 

masyarakat dalam rangka pwmeriksaan 

khusus 

d Melakukan reviu hasil klarifikasi pengaduan 

masyarakat dalam rangka pemeriksaan 

khusus 
- 

c Menyusun konsep laporam klarifikasi 

pengaduan masyarakat dalam rangka 
pemeriksaan khusus 

- 

r Melakukan reviu dan menyetujui konsep 

laporan klarifikasi pengadun masyarakat 

dalam rangka pemeriksnan khusus 

lilaksanakan oleh PPUPD Ahli  Madva 

>-- 
£ Menvampaikan hasil laporan pengaduan 

masyarakat dalam rangka pwmeriksaan 

khusus kepada pimpinan 

-- 

3 Pemeriksaan Pengaduan Masyaraknt 
- 

- 

a Menyusun kertas kerja pengawasan untuk 
pelaksanaan tugas dalam pemeriksaan 
pengaduan masyarakat 

- 
- 

b Melakukan reviu kertas kerja pwngawasan 
untuk pelaksanaan tugas dalam pemeriksaan 
pengaduan masyarakat 

¢ Melakukan reviu kertas kerja pengawasan 
untuk pelaksanaan tugas dalam pemeriksaan 
pengaduan masyarakat yang tlah dilakukan 
revIL 

- 

d Mengendalikan mutu pelaksanaan 
pemeriksaan pengaduan masvarakat 

4 Pember1an Keterangan Ah scbaga Ahh/Saksi 
Fakta 
._ 

a Memberikan keterangan ahli scbagai ahl i  atau 
saksi fakta kepada penyicdik at jaksa 

penuntut umum 
---- 

b Melakukan komunikasi dengan jaksa 
penuntut umum lalam rangka pem bcrian 
keterangan ahli atau saksi fakta 

c Menyiapkan data dan dokumen administrasi 
yang dibutuhkan dalam rangka pemberian 
keterangan ahli atau saksi fakta 

� 

cl Mengikuti pelaksanaan proses pemberian 
keterangan ahli atau saksi fakta di peradilan 

3 Penyusunan I a Menyiapkan bahan penyusunan konsep 

Laporan laporan hasil pemeriksaan khusus 

b Menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan 
khusus 

C Melakukan reviu konscp laporan hasil 
pemeriksnan khusus 

d Melakukan reviu dan mcnyctujui laporan 
hasil pemcriksaan khusus 

2 a Menyiapkan usu Ian konscp surat atcnsi 
kepada pimpinan objck pemeriksaan khusus 

b Melakukan reviu usulan konsep surat atensi 
kepada pimpinan objck pemeriksaan khusus 
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C Melakukan reviu usulan konsep surat atensi 
kepada pimpinan objek pemeriksann khusus 

3 [Ekspose Konsep Laporan Hasil Pengawasan 

a Menyiapkan Dahan ekspose laporan hasil 
pemeriksaan khusus 

b Menyusun Dahan ckspose laporan hasil 
pemeriksaan khusus 

C Melakukan supervisi pelaksanaan ckspose 
laporan hasil pemeriksaan khusus 

Mengumpulkan data untuk  penyusunan 
program kerja reviu, evaluasi, monitoring. 
d a n / a t a u  pemeriksaan wajib dilakukan oleh 
aparat pengawas intern pemerintah 

a 

d Mengendahikan mutu pelaksanaan ckspose 
laporan hasil pemeriksaan khusus 

Penvusunan Program Kerja Pengawasan Perencanaan 

Pengawasan 
Wajib 

Aparat 
Internal 

Pengawasan 
Dilakukan oleh 
Pengawas 
emeritah 

8 

...__ !-------------------� 
b [Menyusun program kerja revmu, evaluasi, 

monitoring, dan/atau pemeriksaan wajib 
dilakukan oleh aparat pengawas intern 
pemerintah 

� 

d 

Mengusulkan program kerja revmu, evaluasi, 
monitoring, dan/atau pemeriksaan wajib 
dilakukan oleh aparat pengawas intern 
pemerintah 

Melakukan reviu program kerja revmu, 
evaluasi, monitoring, dan/a tau  pemeriksaan 
wajib dilakukan oleh aparat pengawns intern 
pemerintal 

2 Penvusunan Revisi Program Kerjn engawasan 

n Mengumpulkan data un tuk  penyusunan revisi 
program kerja reviu, evaluast ,  momtormt, 

dan/atau pemeriksnan wajih «dilakukan olch 
aparat pengawas intern pemerintah 

L.....- fc--,---------c-,--------, ----� 
b Menvusun revisi program kerja reviu, 

evaluasi, momitoring, dan/atau pemeriksaan 
wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern 
pemerintah 

e Mcngusulkan revisi program kerja rev, 

evaluasi, monitoring, dan/atatu pemeriksnan 
wajib dilakukan oleh aparat pengawas mtern 
pemerintah 

'  Mclakukan reviu revisi program kerja reviu, 
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan 
wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern 
pemerintah 

Mnyiapkan Dahan ckspose pr ogram kerja 
pengawasan wajib dilaknkan oleh aparat 
pengawas intern pemerintah 

I- 

b Menyusun D a h a n  ckspose program kerja 
pengawasan wajib dilakukan oleh aparat 
pengawas intern pemerintah 

3 Ekspose Program Kerja Pengawasan 
I- �------------ - 

�-+---------------------� 
Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose 
program kerja pengawasan wajib dilakukan 
olch aparat pengawas intern pemerintah 

d Mengendahikan mutu pelaksanaan ckspose 
program kerya pengawasan wajib dilakukan 
oleh aparat pengawas intern pemerintah 
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b 

C 

d 

Langkah Kerja Pengawasan 

Menyusun Dahan ckspose laporan hasil 
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
desa 

Melakukan supervisi pelaksanaan ckspose 
laporan hasil pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan desa 

Mengendalikan mutu pelaksanaan ckspose 
laporan hasil pengawasan penylenggaraan 
pemerintahan desa 

7 Pemeriksaan Khusus 1 Perencanaan 
Pengawasan 

a Mengumpulkan data untuk penyusunan 
program kerja pcmeriksaan khusus 

Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat 

b Menyusun program kerja pemeriksaan 
khusus 

C Mengusulkan program kerja pemeriksaan 

khusus 

d Melakukan reviu program kerja pemeriksaan 
khusus 

2 'Penyusunan Revisi Program Kerja Pengawasan 

a 

b 

Mengumpulkan data untuk penyusunan revisi 
program kerja pemeriksaan khusus 

Menyusun revisi program kerja pemeriksaan 
khusus 

I­ 

C Mengusulkan revisi 
pemeriksaan khusus 

program 

I­ 

d Melakukan reviu revisi program 
pmeriksaan khusus 

2 Pelaksanaan 
Pengawasan 

-- 3  Eksposc Program Kerja Pengawasan 

a Menyiapkan Dahan ckspose program kerja 
pemeriksaan khusus 

-c-c--------,--�--,--------c-------1 
b Menyusun bahan ckspose program kerja 

pemeriksaan khusus 
- -���----��-��--- 

Melakukan supervisi pelaksanaan ckspose 
program kerja pcmeriksaan khusus 

------1 

Mengendalikan mutu pelaksnnann ekspose 

program kerja pemeriksaan khusts 

Penelaahan Pengaduan Masyaraka 
- -----�----�-----------/ 

Mengumpulkan data dukung dari pemberi 
informasi dalam rangka pemeriksaan khusus 

b Memverifikasi data pendukung dari pemberi 
informasi dalam rangka pemeriksaan khusus 

- c-c-,-,--c---�,------,------,---,--------1 
c Melakukan analisis dan penelaahan atas 

informasi awal dalam rangka pemeriksaan 
khusus 

d 

cl 

e 

Melakukan reviu hasil penelaahan pengaduan 
masyarakat dalam rangka pemeriksaan 
khusus 

Mengendahikan tcknis proses penelaahan 
dalam rangka pemeriksaan khusus 

Mengendalikan mutu proses penelaahan 
lalam rangka pemeriksaan khusus 

2 Klarifikasi Pengaduan Masyarakat 

a Mcnyiapkan Dahan dan 
pengaduan masyarakat 
pemeriksaan khusus 

data klarifikasi 
dalam rangka 



No Lingkup Aspck Langkah Kerja Pengawasan 

2 Pelaksanaan I Revr Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Pengawasan Darrah (RP,JMDJ 

L 

a Mengidentifikasi dokumen terkart reneana 
pembangunan jangka menengah daerah 

f-- - 

b Menganalists dan mcngevaluast kesesua1an 

dokumen terkait rencan; pembangunan 

iangka menengah daerah dengan ketentuan 

yang berlaku 
- 

- 

€ Merekomendasikan has1l reVIL rencana 
pembangunan jangka menengah daerah 

2 Reviu Rencana Strategis 
I-- 

a Mengidentifikasi dokumen terkart rencana 

strategis 

b Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian 
dokumen terkait rencana stratcgis dengan 
ketentuan 

c Merckomendasikan hastl revIu rencana 

strategis 

3 Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan 
Anggaran 

a Mengidentifikasi dokumen terkait 
perencanaan 

pembangunan dan anggaran daerah tahunan 
dengan ketentuan 

b Mcnganalisis dan mengevaluasi kesesuaian 
dokumen terkait perencanaan pembangunan 
dan anggaran daerah tahunan dengan 
ketentuan 

C Merckomendasikan hasil T@VILE perencanaan 
pembangunan dan anggaran tahunan 

4 
- - 

Reviu Laporan Kinerja 
- 

" 
Mcngidentifikasi lokumen terkait 
penyusunan laporan kier 

- --- 

h  Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian 
dokumen terkait penyusunan laporan kinerja 
dengan ketentuan 

- 

.. Merckomendasikan hasil reviu laporan kinerja 

s Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Derah 

;  Mengidentifikasi dokumen terkait laporan 
pcnyelenggaraan pemerintahan daerah 

1 Menganals1s dan mengevalunsi kesesuaian 
dokumen terkait laporan penvelenggaraan 
pemerintahan daerah dengan ketentuan 

­ 

€ Merckomendasikan hastl T(VIL laporan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 

- 
- 

) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal emerintah 

" 
Mengidentifikasi dokumen lan kcbijakan 
terkait pelaksanaan s1stem pengendalian 
internal pemerintah 

D Menganalisis dan mengevalas esesunan 
dokumen dan kcbijakan terkait pelaksanaan 
sistem pengendalian internal pemerintah 
dengan ketentuan 

e merekomendasikan hasil evaluasr sistem 
pengendalian internal pemerintnh 



No Lingkup Aspek 
h 

Langkah Kerja Pengawasan 

Monitoring dan Evaluasi Tindak L a n j u t  Hasil 
Pemeriksaan Badan emeriksa Keuangan da n APIP 

� a  [Mengumpulkan dan mengdentifikasi 
lokumen tindak lanjut hasil pemeriksnan 

Hadan Pengawas Keuangan dan t indak lanjut 
hasil pengawasan aparat pengawas intern 
pemerintah 

;..- 

b [Menganalisis dan mengevaluas dokumen 
t indak lanjut hasil pemeriksnan Badan 
Pengawas Keuangan dan t indak lanjut hasil 
pengawasan aparat pengawas intern 
pemerintah atas kemajuan penyelesaiannya 

-- c IMerekomendasikan hasil monitoring dan 
valuasi tindak lanjut hasil pemeriksaan 
adan Pengawas Keuangan dan t indak lanjut 

hasil pengawasan aparat pengawns intern 
pemerintah 

l8 {Tindak Lanjut Kerjasama APIP dengan Instansi 
Lai 
;..- 

a [Mengumpulkan data dan kcbijakan terkait 
pelaksanaan kerja sama aparat pengawas 
intern pemerintah dengan instansi lain 

b [Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian 
la ta  dan kcbijakan terkait pelaksanaan kera 

sama aparat pengawas intern pemerintah 
lengan instansi lain 

c [Merckomendasikan hasil pelaksanaan kerja 
sama apparat pengawns intern pemerintah 
engan instansi lain 

~ [Monitoring dan Evaluasi Aksi Pence@ahan Korupsi 

dan Pun@utan Liar 

a [Mengumpulkan data dan kcbijakan terkait 
pclaksanaan aksi pencegahan korupsi dan 
pungutan liar 

b [Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian 
lata dan kebijakan terkait pelaksanaan aksi 

pencegahan korupsi dan pungutan liar 

c Merckomendasikan hasil monitoring dan 
evaluasipclaksanaan aksi pencegahan korupsi 
lan pungutan l iar 

1 0  lPenilian Mandiri Pelaksanaan Reformasi B3irokrasi 

a [Mengumpulkan data dan kebijakan terkait 
pelaksanaan reformasi birokrasi 

b Menganalisis dan 
dokumen tcrkait 

rokrasi 

mengevaluasi datn dan 
pelaksanaan reformasi 

Merekomendasikan has1l penilaian 

3 Penyusunan 
Laporan 

pwlaksanaan reformasi birokrasi 

I [Pendampingan/Asistensi/Konsultasi 
Penvelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 

a. Mendampmg perangkat daerah dalam 
pelaksanaan penyelenggaraan u r u s a n  
4 s j s 4 us ] «  N e es  

a  Menviapkan bahan penyusunan konsep laporan 
hasil pengawasan wajib dilakukan oleh aparat 
pengawas intern pemerintah 

,__� 

b Menvusun konsep laporan hasil pengawasan 
waiib dilakukan oleh aparat pengawas intern 

c Melakukan reviu konsep laporan hasil 
pwngawasan wajib dilakukan 



No Linolen Aspek Lanakah Keria Penawasan 

d Melak:ukan reviu dan menyetujui laporan hasil 
pengawasan waiib dilakukan 

2 a Menyiapkan usulan konsep surat atensi 
kepada pimpinan objek pengawasan wajib 
dilakukan oleh aparat pensawas intern 

b Melakukan reviu usulan konsep surat atensi 
kepada pi.mpinan objek pengawasan wajib 
dilakukan dari PPUPD Ahli 

C Melakukan reviu usulan konseo surat atensi 

d Mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose 
laporan hasil pengawasan wajib dilak:ukan oleh 
aparat pengawas intern pemerintah 

'GUBERNUR NU A TENGGARA TIMUR/ 
i VIKTOR BUNG LU LAISKODAT 

- 3 9 ­  



TAHUN 2021 

l oraarj 2021 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

1 NOMOR 

TANGGAL: 

LAMPIRAN IV 

PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

MENGGUNAKAN APLIKASI E-SASANDO 

A. LOGIN 

2020 

bras Peri,dik3 

V 

V 

Level keamanan aplikasi dirancang untuk input data secara multi 
user. Dengan adanya password maka hanya user tertentu yang dapat 
melakukan input data sesuai dengan wewenang masing-masing dan 
meminimalkan terjadinya unauthorized user. 

• USERNAME input nama operator 
• PASSWORD input password operator 
• TAHUN tahun input data 
• OPD nama organisasi input data 



B. DASHBOARD(BERANDA) 

.f 44 .. 4 .  

4 4  r  '  l e g 4 at e #t i  
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wt rt444/ 

.e 4 0 4 4 4 %  «4gt 

Merupakan halaman utama aplikasi yang berisi pembagian menu-menu 
input data dan informasi lainnya. Se luruh form-form data input dapat di 
akses melalui halaman ini.  

PEMBAGIAN MENU DASHBOARD 
- 

DASHBOARD MENU SUB MENU 
- 

A. A u d i t e e  
- --- 

B. Pemahaman Proses B i s n i s  Auditee 
--- 

C. I d e n t i fi k a s i  A k t i v i t a s .  R e s i k o ,  
Kemungkinan, Dampak, Pengendalian 

D. Rekapitulasi Penilaian Resiko & Peta Resiko 

PERENCANAAN E. Register Resiko 
- - 

• P e n e n t u an  Faktor Resiko 
- 

• Penctapan Ranking Resiko 
-- 

G. Penentuan Faktor Risiko Total 0PD 
- 

[H. Laporan 
- 

LEFT MENU I. Jadwal Audit 
-- 

A. Program Kerja 
- - 

B. Kertas Kerja Audit 
- 

C. Temuan Audit 

PELAKSANAAN 
D. Audi t  Checklist 
E. Cash O p n a me  

• Stock Opname 
G. Aset Opname 

- -  

H. B e r i t a  Acara Pemeriksaan 
----- 

PELA PO RAN 
A. Laporan Audit 
B. Rekapitulasi Laporan 

PROFIL 
Visi Misi 

INSPEKTORAT 
Struktur Organisasi 

-- 

DAERAH 
Sejarah 

TOP MENU Pimpinan 
Peraturan­ Peraturan 

DOKUMEN Panduan 
Kode Etik 

DAFTAR TIM AUDITOR 



C. PERENCANAAN 

1. Auditee 

44.t I 
w •• 

, 
4era I 
• Nama Auditee 

Alamat 

• Nama Pimpinan 0PD 

isian narasi text 

isian narasi text 

isian narasi text 

# 

2. Pemahaman proses bisnis auditee 

a. Profil 

- -- 
-­ • • - 

na . . .  

. 4 n 4  

.. 

• ACT 
Tombol Tarnbah 

• Cetak Sub Biro 

action edit/hapus 

input list daftar sub tiro 

tombo! view atau cetak ke printer 

Twnbah Mn.a Untiro di Lin glung 0PD & Pen,pin.r 
8v6 

de/ 

, 

I • 
tut.o 

• Nara Biro combo pilihan biro 

• Namna sub isian text 

• Nama File isian nama fle 

• Choose Fite pilih lokasi file upload 

• Keterangan isian narasi text 

• Tom bol Tutup batal input 

• Tombol Sim pan simpan database 

b. Struktur organisasi 

e. .  

• •  

,  __ 

... le 
4. 

.4, 

LEE 

Tombol Simpan 

• ACT 

• Tambah Dokumen 

simpan seluruh data ke database 

action pilih lokasi file upload 

tambah baris tabel 



3. Jdentifikasi aktivitas, resiko, kemungkinan, dampak, pengendalian 

t 0  

• Disusun oleh 

• Tempat/Tgl disusun 

Diperiksa aleh 

Tombol Simpan 
L 

- 
- 

••• 
• 

• Aktlvitas Urum 

Resiko 

• K 
• D 

• Nilai Resiko 

• Cetak Tabel 

isian narasi text 

isian narasi text dan pilhan tanggal 

isian narasi text 

sirpan ke database 

.. 

isian narasi text 

isian narasi text 

rilai angka skor kerungkinan 

nilai angka skor darnpak 

otomatis 

tombol view atau cetak ke printer 

4. Rekapitulasi Penilaian Resiko dan Peta Resiko 

-- 

-- 

Disusun oleh 

• Tempat/Tgl din 

Dipertksa oleh 

Torbol Simpan 
Lr 

ls/an narasi text 

isian natasi text dan pihihan tangsal 

ls/an narasi text 

«impale database 

.« 

. 

Aktiitas Urnurn 

Reiko 

K 

• 0 

NM Reiko 

Keterangan 

Cetal Tabel 

5. Register resiko 

IEE 

Disusun oleh 

• Tempat/Igl disusun 
Diperiksa oleh 

Tombo! Simpan 

• Cetake 

sian narasi text 

sin narasi text 

nilai angka slut kernurglinan 

rilat angla skor darnpakl 

otorati 

ot0natl 

tomb-ol view tau cetak ke printo 

t 

isian narasi text 

sian narasl text dan plihan tanggal 

lsian narasi text 

simpan ke database 

tombol view tau cetai le pnrter 



a. Hasil audit tahun sebelumnya 

nu 

nu 

tf 

4. r e ' s t  

e r + t o t e  

- •• 

owe»woe a 
' w 4  t w i g  

- - • 

d  

•• 

-- e. 

·- 

• 
. . 0 .  

4are.. 
+  4  

4 r e .  

4 t  tr t r  or  u  

•  Tombol Tambah Data 

• ACT 

input data tahun sebelumnya 

action edit/hapus 

b. Penetapan Nilai Faktor Resiko 

- - 
- - 

- 
- .f 

- 
- f 

- 
., r, 

• 

• 

Ketentuan ; 

. 

0 

..-. 

• •  
• •  

..4.. 

%  

w t  

•  

-·- 

1 

4. 

-... 

------- -,-- 

6. Penetapan Ranking Resiko 

Lr 

Disusun oleh 

Tempat/Tgl dtsusun 

Diperiksa oleh 

Tombol Sumpan 

Ct.al 

sian narsl text 

sisn narssl text dan pihhan tanggal 

bin nar al tel 

simpan ke database 

tornbol view tacetak ks printer 



7. Penentuan Faktor Risiko Total OPD 

cc 

DRwsun oleh 
Iempst/Igel dun 

Diperiks olet 

Tombeo»l Simpan 

Ct.l 

8. Laporan 

Dsusun oleh 

Tempat/Igl disusun 

Olpertksa oleh 

Tornbol Sirnpan 

Cetal 

9. Jadwal audit 

-- 

-·- 

6. 

mm 

Disusun oleh 

Tempat/Igl diusun 

Diperlesa oleh 

Iorbol Srnpan 

Cetak 

an narsi tmt 

l n  nan tret in pltharn tans8al 

iisn raitext 

irnpar ks dtabas 

tmnhel tw at rotaie le printer 

isian oar assl text 

Isis arasl text Jan pilthan taoggal 

sian rarasi text 

sirpan kt databae 

omnbol view atau tetak ke printer 

sign narsl tent 

isinr, nars! tt d pilihan tang#al 

sin nargsi tit 

rpan k database 

tornbol view ata cetak ke printer 

r 

w o n  wore 

-·· 

dwal Audrt 

Team Audit 

t/plead Dolurren 

D. PELAKSANAAN 

l .  Program Kerja 

d 

-- 

EE EE 

Diusun oeh 

• Tempt/Tl diusun 
Diperiirsa eh 

e Tombol Sirnpan 

Cata# 

pilhan unggal 

/in nsltet 

mara file, tomnbe! lolt file upload, dan hpus fie 

an naeras text 

iian naratext dan piliha tang al 

an nata text 

pan ke databae 

torn boil w tau ttl let printed 



PT PELACSNAAN PROGRAM KERA 

ta 

- ·  

- 
-  .. 

No  Surat 

Sa.arr 

Sub Sat an 

• fang 

Pera unu hwwat 

Fernbei Tugs 

Perra Tug 

• CetAkx 'bl 

ii rift 

sirs text 

piithan trg»l 

rs fest«t 

uiaen narsi text 

ii naritet 

tornbol view rt crtl le pit 

TABEL PELAKSANAAN PROGRAM KERA 

LE 

-- 
-- -- 

Ang-en Walt u 

• Angon Dana 
Rel. Dea 

Cetal Tubed 

pilitan twgr' 

inputt none.al 

input norrat 

ton.bol vw at tetak le pointer 

2.  Kertas Kerja Audit 

r 

Diun oles 

Terp'It diuu 

fipeks oleh 

Progrwn er fit 

4ornor#A 

wnl 

tot er 
Sat r 

Sb Sararr 

fuju Audit 

3. Temuan Audit 

• 

is.e artert 

is oar/ert ca pilian tar 

.l rarl text 

otoris by login 

an oar Art 

plean tare.al 

an ari text 

en tr tert 

wan+artert 

n tritest 



• 

• 

• Disuun oleh 
erpat/Ii diusun 

• Diperils ole h 

• Progrmn Kerja Audit 

• Nomor KKA 

• Tanggal 

• Unit Kera 

• Sasaran 

Sub Saswan 

• Tujuan Audit 

4. Audit Checklist 

iian narasi text 

sian nar as tert dan pilitan tar£g 

isin rarsi text 

otornatis by login 

isian naras text 

pilihan taoggal 

isian narasi text 

isian narasi text 

wan narasir text 

sian narasi text 

Irr 

• Disusun Oieh 

1empatfIanggal 

• Diperiksa Olet 

Tombol Simpan 

Tombol etak 

5. Cash Opname 

isian narasi text 

isian narasi text dan pihhan tang£al 

isian narasi text 

simpan ke database 

view dan tetak ke printer 

ea 0 

--- 

-- 



• Disusun Olet 

• Tempat/Tanggal 

• Diperiksa Olet 

• Tanggal Audit 

• Nomor Surat Tugas 

• Nama 0PD 

• Nama Auditor Pelaksana 

• NIP Auditor Pelaksana 

• Ketua Tim 

NIP Ketua Tim 

• Lokasi Perhtungan 

• Saldo Kas Perbuku 

• Salido Kas di Bank 

6. Stock opname 

d. .  

isian narasi text 

isian narasi text dan pilihan tanggal 

isian narasi text 

Pithan tanggal 

isian narasi text 

otomatis by login 

isian narasi text 

isian narasi text 

isian narasi text 

iian narasi text 

rsian narasi text 

nominal angka 

nominal angka 

E 

• Disusun Oleh 

• Tempat/Tanggal 

• Diperiksa Olen 

• Tanggal Audit 

• Nomor Surat Tugas 

• Nama 0PD 

Nama Auditor Pelaksana 

NIP Auditor Pelaksana 

• Ketua Tim 

• NIP Ketua Tim 

• Nama Penanggung Jawab 

NIP Penanggung Jawab 

7. Aset opname 

.%­ 

- 

isian narasi text 

isian narasi text dan pilihan tanggal 

isian narasi text 

Pilihan tanggal 

isian narasi text 

otomatis Py log 

sian narasi text 

isian narasi text 

isian narasi text 

isian narasi text 

isian narasi text 

isian narasi text 



Disusun Oleh 

• Tempat/Tanggal 
Diperiksa Oleh 

• Tanggal Audit 

Nornor Surat Tugas 

• Nara 0PD 
• Narna Auditor Pelaksana 

NIP Auditor Pelaksana 

• Ketua Tim 
NIP Ketua Tim 

• Nama Penanggung Jawab 

NIP Penanggung Jawat 

isan narasi text 

isin narasi text dan pilihan tanggal 

isin narasi text 

Pilihan tanggal 

isan narasi text 

otomatis by login 

isian narasi text 

isian narasi text 

isian narasi text 

isian narai text 

isian narasi text 

isian narasi text 

8. Serita Acara Pemeriksaan 

-- , 



wt 

• 

Ir 

Diuun Ole 

Tempe/Tsrggl 

• Diperils Ole h 

• Name 0PD 
Noror Sure Tugt: 

• TangeW 

• Unit Kerj 
Searar 

bSesarsr 

Tujusn Audit 

tiara huditee 

• Nip Audtee 

Jabstsn Auctee 

Nara ihk udrar 

E. PELAPORAN 

l .  Laporan Audit 

iian nari text 

iian nsrssi text dsr pilisn tsgzal 

iinn nsrei text 

otorti by login 
: izisn narezi tet 

pilihsn ngzsl 

iisn narssi tet 

irisn nsrsi terr 

irisn srsi tet 

izian narei text 

eian narsi text 

inn nsrsi text 

«ian nsrei text 

izisn narssi text 

, 

wnor rte 



-· 
h%0.c 

-. 

4eve 

e .  

2. Rekapitulasi audit 

• Laporan Audit 

• Tahun Anggaran 

• Keterangan 

Tombol Cetak 

F. PROFIL INSPEKTORAT 

1 .  Visi Misi 

isian narasi text 

isian narasi text 

isian narasi text 

view dan cetak ke printer 

1 .,,_..,1,.,r,,11 n�·wc:�Mt.l't'�ft:6.wW•1Jll>�,....,.i,....,.,ll"t•,....,1.,...,,1,.,....,.,.,t••11""'''" I 
w e n . h r 0 . . 0 i i4  

no r 0 et . wor t.rt r n. r e p o r t  l. t r 4 1  

rung0  u pro«oar p r 00 0c  0ye ,0 

u 

• is 

• MIS, 
• Dokumen Pendukung 

• Tombol Simpon 

2. Struktur Organisasi 

5tar narasi text 

s/an narast text 

ama fiie dan pilihan la8as fle upload 

E. . :  

a  



• isian 
Dokumn Pendukung 

• Tombol Simpan 

3. Sejarah 

I 
I 

1· 

I 

• Sejarah 

• Rencana Strategi 

Dokumen Pendukung 

Tombol Simpan 

4. Pimpinan 

Isian 

• Dokumen Pendukung 

• Tombol Simpan 

G. DOKUMEN 

l .  Peraturan-Peraturan 

• lsian 
• Dokumen Pendukung 

Tombol Simpan 

2. Panduan 

lsiar 

• Dokumen Pendukung 

Tembol Simpan 

3. Kade Etik 

tao 

EE 

e Isian 

Dokurnen Pendukung 

• Tombol Simpan 

isian narasi text 

nama file dan pilihan lokasi file upload 

simpan semua ke database 

isian narasi text 

isian narasi text 

nama file dan pilihan lokasi file upload 

simpan semua ke database 

wow Too» L T  

isian narasi text 

nam a file dan pilihan lokasi file upload 

simpan serua ke database 

isian narasi text 

nama file dan pilihan lokasi file upload 

simpan semua ke database 

isian narasi text 

nama file dan pilihan lokasi file upload 

simpan semua ke database 

isian narasi text 

namna file dan pilihan lokasi file upload 

simpan semua ke database 



H. DAFTAR TIM AUDITOR 
1 .  Data 

Lr 

- ·  ·- 
� 

-·- • • 

- 
4%..4 0at4.. 

o of44ea. po.e 

o 4f4/404 0.a 

to ta fee roe Mo 

t er40t4 0no oa 

e u 

.sot4$ nu 

D DOA au 

.4..A4f nu 

DMt .f nu 

Neto.tf nn 

[ »  $  .  
•  "  -  

•  Tombol EXCEL 

• Tombol PDF 

• ACT 

2. Tambah 

Form tmbah tim auditor 

export to excel file 

view dan cetak ke printer 

action edit/hapus 

Nam.a Nanna 

-- 
Kaupaten Pih kabupaten 

Pang#at Pin Pang«at 

Jabatan Pun 4aoatan 

Keterangan 

• Nama 
• Kabupaten 

• Pangkat 

• Jabatan 

• Keterangan 

• Tombol Simpan 

eterang.an 

l 

EE 

isian narasi text 

combo pilihan 

combo pilihan 

combo pilihan 

isian narasi text 

simpan ke database dan tampilkan pada tabel 

i, GUBERNUR NUSA TENGGARA T!MU./ 
­ ), VIK TOR BUNGTILU LAISKODAT 



LAMPIRANV PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 
NOMOR [ TAHUN 2021 
TANGGAL.j raf 2021 

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAPORAN HASIL PENGAWASAN 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

A. EKSPOSE HASIL PEMERIKSAAN 
l. Selarnbat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesai mclakukan 

pemeriksaan, Tim Pemeriksa wajib melakukan ekspose hasil pemcriksaan. 

2. Pengendali Teknis dan/atau Inspektur Pembantu menyerahkan Konsep 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan 
kegiatan ekspose kepada Sekretaris. 

3. Ekspose konsep laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dipimpin 
Pengendali Teknis dan/atau lnspeklur Pembantu dengan penyanggah 
terdiri dari Inspektur Pembantu, Sekretaris, Pejabat Fungsional 
Auditor/PPUPD dan Kepala Sub Bagian terkait. 

4. Penyanggah dalam ekspose harus memcnuhi kuorum (50 % + 1 ) ,  bi la tidak 
memenuhi kuorum ekspose ditunda pada kesempatan berikutnya dengan 
maksimal penundaan 2 (dua) kali. 

5. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi membuat notulen ekspose scbagai bahan 
perbaikan konsep laporan hasil pemeriksaan yang harus dilaksanakan 
oleh Tim Pemeriksa. 

B. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) 
l. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan 

pemeriksaan, Tim Pemeriksa wajib menyelesaikan laporan hasil 
pemeriksaan yang telah diperbaiki sesuai hasil ekspose beserta Nota Dinas 
Pengenclali Teknis dan/atau Inspektur Pembantu kepada lnspektur 
Provinsi, Konsep Nota Dinas Inspektur Provinsi kepada Gu bernur dan 
Konsep Penegasan Gubernur kcpada Bupati/Walikota/Pimpinan 
Perangkat Daerah. 

2. Bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sebagaimana pada Formal 8 .  

3. Bentuk Nota Dinas Pengendali Teknis/Inspektur Pembantu kepada 
Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur,  scbagaimana pada Format 9. 

4. Bentuk Konsep Nata Dinas Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur 
kepada Gubernur, sebagaimana pada Formal 10 .  

5. Bentuk Konsep Petunjuk Gubernur kcpada Bupati/Walikota/Pimpinan 
SKPD, sebagaimana pad a Format 1 1 .  



Format 1 

BENTUK LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 

1. Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan bentuk 
bab. 

2. Laporan Hasil Pemeriksaan bentuk surat. 
Laporan bentuk surat memuat. hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk 
segera ditindaklanjuti. 

3. Laporan Bentuk Bab. 
Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri atas beberapa Bab yang maksudnya untuk 
melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh, dengan sistimatika sebagai 
bcrikut: 

KOP 

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 

Urusan pemerintahan 
Di 

Nomor 
Tanggal 
Lampiran 
Satuan kerja Yang diperiksa 
Sasaran pcmeriksaan 
Periode pemeriksaan 

1 (satu) berkas 

Simpulan dan Rekomendasi. 
A. Simpulan Hasil Pemeriksaan. 
13. Rckomcndasi. 

Bab II Uraian Hasil Pemeriksaan 
A. Data Umum 

• Dasar Pemeriksaan 
2. Tujuan Pemeriksaan 
3. Ruang Lingkup Pemeriksaan 
4. Batasan Pemeriksaan 
5. Pendekatan Pemeriksaan 
6. Strategi Pelaporan 
7. Status dan Tindak Lanjut Tcmuan Hasil Pemeriksaan yang lalu 

B. Profil Administrasi Umum Pemerintahan 
I .  Kcbijakan Dacrah 
2. Kelembagaan 
3. Pegawai Daerah 
4. Keuangan Daerah 
5. Barang Daerah 

C. Profil Urusan Pemerintahan 
D. Temuan dan Rekomendasi 

Bab III : Penutup 
. . . . . . . . . . .  

lnspektur , 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Pangkat / Golongan Ruang 
NIP .  

7v  
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Bab I 



Penjelasan secara rinci tiap-tiap butir yang terdapat pada Laporan Hasil 
Pemeriksaan : 

Bab I Simpulan dan Rekomendasi. 

I. Simpulan. 

I .  Sesi ini merupakan ringkasan dari isi Laporan Hasil Pemeriksaan "Bab II 

Uraian Hasil Pemeriksaan" yang memuat secara ringkas simpulan hasil 
pemeriksaan dan penilaian kineja inslansi dan aspek-aspek pusat 
perhatian pemeriksaan secara kualitatif terhadap pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi yang berkaitan dengan pengendalian manajemennya, temuan­ 
temuan dan informasi penting dari setiap aspek pendukung pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi berikut rekomendasi, tangapan dan komitmen 
pejabat instansi yang diperiksa. 

2. Temuan masing-masing aspek yang bcrsifat positif maupun yang negatif 
diuraikan secara ringkas namun lengkap dengan maksud agar pengguna 
laporan memperoleh gambaran yang seimbang dan obyektif mengenai 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Penggunaan temuan 
hendaknya dibatasi pada temuan-temuan penting (Pricipal Findings) 
sedangkan tanggapan pimpinan yang isinya menyatakan keberatan / 
ketidak setujuan atas temuan dan rekomendasi disertai alasannya. 

3. Temuan positif pada hakekatnya merupakan hakekatnya merupakan hasil 
pelaksanaan yang cukup baik yang perlu diberikan nilai tam bah lcrsendiri 
sehingga perlu diungkapnan dalam laporan. 

4. Temuan disusun menurut urutan aspek yang diperiksa. 

5. Rincian temuan secara lengkap pada Uraian Hasil Pemeriksaan 

II. Rekomendasi. 

Sesi ini menguraikan saran-saran/rekomcndasi perbaikan kepada instansi 
atas temuan yang diidentifikasi dalam pemcrksaan. 

Bab II Uraian hasil Pemeriksaan 

I. Data Umum 

I .  Dasar Pemeriksaan. 

Sesi ini menguraikan tentang dasar dilakukannya pemeriksaan 
komprehensif terhadap suatu instansi Pcmerintah melipuli : 

Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pembentukan Unit  Organisasi 
Aparat Pengawasan yang bersangkutan. 

Program Kerja Pengawasan Tahun (PKPT) yang mencantumkan rcncana 
pemeriksaan terhadap instansi yang bersangkutan. 

Surat Penugasan dari Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat 
Penugasan pada unis organisasi aparat pengawasan yang bersangkutan. 

2. Tujuan Pemeriksaan. 

Pada sesi ini diuraikan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk 
mendapatkan penilaian yang komprehcnsif terhadap pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi dari instansi yang diperiksa dan mengetahui sejauhmana 
pelaksanaan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah telah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara efisien dan efcktif. 

3 .  Ruang Lingkup Pemeriksaan. 

Pada sesi ini diuraikan tanggal ruang lingkup pemeriksaan 

4. Batasan Pemeriksaan. 

rv; 



Pada sesi ini diuraikan tentang kcgiatan atau bidang yang tidak 
diperiksa/dinilai berikut alasannya. 

5. Pendekatan Pemeriksaan. 

Pada sesi ini diuraikan tentang pendekata yang dilakukan dalam 
komprehensif. Pendekatan yang dimaksud adalah bahwa pemeriksaan 
komprehensif dilakukan melalui berbagai tahap pemeriksaan pada 
berbagai bidang pemeriksaan yang potensi dengan menggunakan tcknik­ 
teknik tertentu. 

6.  Strategi Pelaporan. 

Pada sesi ini diuraikan suatu pengantar bagi pengguna laporan mengenai 
apa saja yang akan dikomunikasikan oleh pemeriksa dari hasil 
pemeriksaannya dan bagaimana mengkomunikasikannya ,  sehingga 
pengguna laporan akan lebih mudah menangkap pesan-pesan yang akan 
dimuat daJam laporan hasil pemeriksaan dan mengambil manfaat yang 
sebesar-besarnya. Pada pemeriksaan komprehensif, strategi pelaporan 
pada umumnya meliputi pengkomunikasian hasil penilaian umum 
terhadap instansi yang diperiksa termasuk temuan positif serta meliputi 
pengkomunikasian hal-hal yang mendesak untuk ditindaklanjuti daJam 
suatu laporan tersendiri daJam bentuk surat. 

7. Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan yang lalu . 

Sesi ini diuraikan secara singkat jumlah temuan hasil pemeriksaan yang 
laJu serta status tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh pejabat yang 
bertanggungjawab atas penyelesaian temuan hasil pemeriksaan yang 
bersangkutan. 

8. Profil Administrasi Umum Pemerintahan yang digambarkan berupa : 
Kebijakan Daerah, aspek Kelembagaan, pengelolaan kepegawaian dan 
Keuangan daerah serta pengelolaan Barang Daerah pada instansi yang 
diperiksa. 

9 .  Profil Urusan Pemerintahan yang digambarkan berupa urusan 
pererintahan yang menjadi kewenangan dan dilaksanakan, baik Urusan 
Wajib dan/atau Urusan Pilihan. Disamping itu juga dapat diuraikan juga 
pelaksanaan Dekonsentrasi dan atau Tugas Pembantuan serta l<ebijakan 
Pinjaman Hibah Luar Negeri yang dilaksanakan olch inslansi yang 
diperiksa. 

10 .  Temuan dan Rekomendasi .  

Sesi ini menguraikan secara lengkap temuan dan rekomcndasi yang 
berkaitan dengan hasil pemeriksaan pada instansi yang diperiksa, sebagai 
berikut : 

Temuan pemeriksaan menjelaskan tcntang adanya perbedaan antara 
kondisi yang ditemukan dengan kriteria, penyebab dan akibat yang 
ditimbulkannya. Dengan demikian temuan harus mengungkapkan kondisi ,  
kriteria, efek (dampak), penyebab utama dan disertai pula dengan 
rekomedasi perbaikan agar kejadian tcrscbut tidak terulang lagi. 

Komentar pejabat yang bertanggungjawab mengenai temuan dan 
rekomendasi yang dikemukakan oleh Tim Pemeriksa. 

Komitmen dari pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut 
atas rekomendasi yang diusulkan pemcriksa. 



Kcpada 
Dari 

Nomor 
Tanggal 
sifat  

Lampiran 

Perihal 

Format 2 

NOTA DI HASIL PEMERIKSAAN KEPADA INSPEKTUR 

NOTA DINAS 
Inspcktur . . . . . . .  
Pengcndali Teknis/ Inspcktur Pembantu . . . . . . . • • . . . . . . . . . . .  

Hasil Pemeriksaan di . 
-------------- 

Se s u a i dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur, Tim Inspektorat . . . • . • . .  telah melaksanakan 
Pemeriksaan di . 

Berdasarkan hasil pemeriksaan disampaikan hal-hal yang menonjol 
yang perlu mendapat perhatian/tindak lanjut dari instansi/unit kerja 
yang dipcriksa antara lain : 

l. . 

2 dst 

Perlu kami laporkan bahwa temuan-temuan pemeriksaan yang 
bersifat teknis, telah disampaikan kepada instansi/unit kerja yang 
bersangkutan scbagai bahan masukan untuk pembinaan lebih lanjut. 

Apabila Bapak berkenan, bersama ini disampaikan Konsep Nota Dinas 
Inspektur kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk 
ditandatangani. 

Demikian untuk menjadi periksa. 

Pengendali Teknis / Inspektur 
Pembantu, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NIP . 
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Format 3 

NOTA DI HASIL PEMERIKSAAN KEPADA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 

KOP 

NOTA DINAS 

Kepada 

Dari 
Nomor 
Tanggal 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Gubernur/Bupali/Wa!ikola d i  .  
lnspektur . 

Hasil Pemeriksaan di _ . .  _. _ 

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur, Tim lnspektorat . . . . .  . . .  . . telah melaksanakan 
Pemeriksaan Reguler di . 

Berdasarkan hasil pemeriksaan disampaikan hal-hal yang menonjol 
yang perlu mendapat perhatian/tindak lanjut dari instansi/unit kerja 
yang diperiksa antara lain : 

A . 
lJ dst 

Perlu kami laporkan bahwa temuan-temuan pemeriksaan yang 
bersifat teknis, telah disampaikan kcpada instansi/unit kerja yang 
bersangkutan sebagai bahan masukan untuk pembinaan lebih lanjut. 

Apabila Bapak Gubernur berkenan, bersama ini disampaikan Konsep 
surat petunjuk Gubernur kepada Bupati/Walikota/Pimpinan SKPD 
· · • · • . . . . .  untuk ditandatangani, 

Demikian untuk menjadi periksa. 

lnspektur, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pangkat / Golongan Ruang 
NIP .. 
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Format 4 

SURAT PENEGASAN GUBERNUR 

KEPADA BUPATI/WALIKOTA/PIMPINAN OPD 

(KOP GUBERNUR) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nomor 
sifat 

Lampiran 
Perihal Penegasan 

Yth. Bupati/ Walikota/Pimpinan 
0PD 

di -- 
. . . . .. .. . . . .. . . . . . . .  

I  
l  
I  

1  
I  
j  

Sehubungan dengan Pemeriksaan Tim lnspektorat .. 
vang dilakukan dari tanggal .. .. sampai dengan , 
ditemukan hal-hal yang perlu mendapat perhatian Saudara sebagai 
berikut :  

I. a. Uraian tentang masalah temuan 
b. Kriteria 
c. Rekomendasi 

2. a. Uraian tentang masalah temuan 
b. Kritcria 
c. Rekomendasi 

3. Dst 

Berdasarkan hal tersebut agar dilakukan langkah-langkah ] 
penertiban, termasuk temuan-temuan lain dalam Laporan Hasil [ 
Pemeriksaan (LHP). 

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab 
dan hasilnya dilaporkan selarnbat-lambatnya 1 (satu) bulan sctclah 
surat ini ditcrima. 

Gubernur , 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tcmbusan : Disampaikan Kcpada : 
1. Sadan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan . . . . . . . . . . . .  di ; 
2. lnspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri d i ;  
3. Inspektur Daerah Provinsi. 
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C. Daftar Nomor Kode Temuan, Penyebab dan Rekomendasi basil 
pemeriksaan 

1. Kode Temuan Pemeriksaan 

KODE 

00 
0000 

01 
0 1 . 0 1  
01.02 
01 .03 

01.04 

01 .05 

01.06 
01 .07 

01.08 

01.09 
01.10  

0 1. 1  1  
01.12  
0 1. 1 3  
0 1. 1 4  
0 1. 1 5  

02 
02.01 
02.02 

02.03 

02.04 
02.05 
02.06 

02.07 

02.08 

02.09 

0 2 . 1 0  

02.11 
02.12 

02.13 
02.14 

02.15 
02.16 

PENJELASAN KELOMPOK TEMUAN 
- 

NIHIL 
Nihil 

KEJADIAN YANG MERUGJKAN NEGARA DAN MASYARAKAT. 
Ketekoran Kas 
Uang/barang Negara/Badan diambil untuk kepentingan pribadi 
Pengeluaran Fiktif (Pengeluaran tanpa imbalan ba.rang atau jasa bagi 
nega.ra./badan usa.ha.) 
Ha.rga.q pengadaan/pelaksanaan pekerjaan lebih tinggi dari yang 
semestinya. sehingga perlu a.da. pcngembalian ua.ng 
Pengembalian uang muka untuk pekerjaan penga.da.an yang tidak 
dilaksanakan 
Pengemba.lia.n uang karena kualitas barang/jasa tidak sesuai kontrak 
Pelaksanaan pekerjaan /pengadaan atas barang/jasa yang tidak sesuai 
kontrak 
Tindakan lain pegawai yang menimbulkan kerugian 
negara./BUMN/BUMD 
Kelalaian pegawai yang menimbulkan kerugian Negara 
Tuntutan ga.nti rugi kepada pegawai atau kepada. pihak Ill yang masih 
harus diselesaikan pembayarannya (belum dilunasi) 
Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan/sasaran program 
Pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas 
Pungutan kepada masyarakat/Perusahaan diluarketentuan 
Pemotongan bantuan negara kepada masyarakat 
Menghidupkan kembali temuan 0 1  yang telah diekstra komptabel-kan 
tetapi ditindaklanjuti 

KEWAJIBAN PENYETORAN KEPADA NEGARA 
Kewajiban Penyetoran Pajak (Pajak Bea dan Cukai, Pendapatan Minyak) 
Pajak yang telah dipungut oleh Bendaharawan/Badan sebagai (Wapu) 
tetapi belum distor ke Ka.s Negara sesuai dengan batas waktu yang telah 
ditetapkan menurut ketentuan yang berla.ku 
Pajak-pajak yang masih harus dipungut dan disetorkan ke Kas Negara 
oleh 
Tunggakan angsuran pajak yang masih harus disetorkan ke Kas Negara 
Kewajiban penyetoran pajak daerah 
Pajak daerah yang telah dipungut oleh Bendaharawan/Badan (sebagai 
wapu) tetapi belum disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan batas waktu 
yang telah ditetapkan menurut kelentuan yang berlaku 
Pajak-pajak daerah yang masih harus dpungut dan disctorkan ke Kas 
Daerah atau Bendaharawan/Badan 
Tunggakan angsuran pajak daerah yang masih harus disetorkan ke Kas 
Daerah 
Kewajiban penyetoran ke Kas Negara berupa jaminan lelang, 
pelaksanaan pekerjaan dan lainnya 
Kewajiban penyetoran ke Kas BUMN/BUMD jaminan lelang, 
pelaksanaan pekerjaan dan lainnya 
Denda atas kelambatan pekerjaan/pengadaan barang 
Jumlah denda telah ditetapkan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara 
Jumlah denda masih harus ditetapkan dan disetorkan ke Kas Negara 
Denda atas kelambatan pekerjaan/pengadaan barang atas beban 
angaaran daerah 
Jumlah denda telah ditetapkan tetapi belum disetorka.n ke Kas Daerah 
Jumlah denda masih harus ditetapkan dan disetorkan ke Kas Daerah 



KODE 

02.17 

02.18 

02.19 

02.20 

02.21 

02.22 

02.23 

02.24 
02.25 

03 

03.01 
03.02 
03.03 
03.04 
03.05 

04 

04.01 
04.02 
04.03 
04.04 

05 
05.01 
05.02 
05.03 

06 06.01 
06.01 
06.02 

07 
07.01 
07.02 

08 
08 .10  
0 8 . 1 1  
08 . 12  
08.13 
08.14 

0 8 . 1 5  
08.20 
08.21 
08.22 
08.23 
08.24 
08.25 

PENJELASAN KELOMPOK TEMUAN 

Denda atas kelambatan pekerjaan/pengadaan barang atas beban 
BUMN/BUMD 
Jumlah denda telah ditetapkan tetapi belum disetorkan ke Kas 
BUMN/BUMD 
Jumlah denda masih harus clitetapkan dan disetorkan ke Kas 
BUMN/BUMD 
Tuntutan ganti rugi kepada pegawai atau pihak III yang masih harus 
diselesaikan pembayarannnya (belum dilunasi) 
Sisa beban sementara pada akhir Tahun Anggaran yang tidak 
dipergunakan lagi dan masih harus disetorkan ke Kas Negara/Daerah 
Kewajiban penyetoran bukan pajak berupa tunggakan penyetoran 
penerimaan bukan pajak/pungutan penerimaan lainnya yang menjadi 
hak Negara/Daerah 
Kewajiban penyctoran lainnya seperti hasil penjualan barang, sewa alat­ 
alat besar, sewa rumah dinas dan sebagainya yang masih harus 
disetorkan kepada Negara/Daerah 
Barang/jasa tidak sesuai dengan BA atau kontrak 
Menghiclupkan kembali temuan 02 yang telah di ekstra Komptabel-kan 
tetapi ditindaklanjuti 

PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
YANG BERLAKU 
Pengelolaan Sadan Usaha BUMN/BUMD 
Organisasi 
Pengelolaan Kepegawaian 
Keuangan 
Lainnya 

PELANGGARAN TERHADAP PROSEDUR DAN TATA KERJA YANG TELAH 
DITETAPKAN 
Ketentuan-ketentuan intern organisasi, obyek yang diperiksa 
Ketentuan khusus berlaku bagi organisasi yang bersangkutan 
Persekongkolan (kolu si) 
Mengutamakan kepentingan kerabat/sahabat 

PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
Penyimpangan dari Keppres Pedoman Pelaksanaan APBN/APB3D 
Penyimpangan dari RKAP atau Pedoman Pelaksanaan Anggaran lainnya 
Penyimpangan dari Pedoman Pelaksanaan Anggaran lainnya 

HAMBATAN TERHADAP KELANCARAN PROYEK 
Pelaksanaan proyek menyimpang dari jadwal 
Selesai proyek menyimpang darijadual 

HAMBATAN TERHADAP KELANCARAN TUGAS POKOK 
Penyimpangan da.ri jadwaJ selesainya Tugas Pokok 
Tidak diselenggarakannya atau tidak diselenggarakan dengan baik satu 
a.tau lebih Tugas dan Fungsi Satuan Kerja 

KELEMAHAN ADMINISTRASI (KELEMAHAN TATA USA HA/ AKUNTANSI) 
Kelemahan adminstrasi keuangan 
Kelemahan dalam pedoman atau sistim pencatatan 
Kelemahan dalam pela.ksanaan pencatatan a.tau pelaksanaan PAI 
Bukti-bukti pencatatan tidak lengkap 
Pelaporan tidak ada sesuai standar, tidak dilaksanakan atau mengalami 
kelambatan 
Penyimpanan dokumen keuangan menyulitkan pencairan kembali 
Kelemahan administrasi non keuangan 
Kelemahan dalam pedoman atau sistim pencatatan 
Kelemahan dalam pelaksanaan pcncatatan 
Bukti-bukti pencatatan tidak lengkap 
Pelaporan tidak dilaksanakan, tidak ada atau mengalami kelambatan 
Penvimpanan dokumen non keuangan menvulitkan pencarian kembali 



KODE PENJELASAN KELOMPOK TEMUAN 

09 KETIDAKLANCARAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT 
09.01 I<etidaklancaran mdaJam menerbitkan 

. . .  

kepada pemmnan 

masyarakat/instansi oleh instansi yang berwenang pada Dep/Pemda 
seperti ijin usaha, ijin pemakakian tempat, ijin menggunakan pcralatan, 
ijin mengolah atau m 

09.02 Ketidak lancaran aparatur pemcrintah /BUMD dalam memberikan 
pelayanan sebagai tugas pokoknya kepada masyarakat. 

10 TEMUAN PEMERIKSAAN LAINNYA 
10 .01 Hamabtan kelancaran Program Pcmbangunan 
10.02 Pelaksanaan tugas belum efisien 
10.03 Pelaksanaan pengadaan sumber claya belum hemat 
10.04 Pencapaian tujuan belum efektif 
10.05 Produktivitas masih rendah 
10.06 Temuan lainnva (belum ada kelompok) 

II Kode Penyebab Pemeriksaan 

KODE PENJELASAN KELOMPOK PENYEBAB 

0O PENYEBAB TIDAK/BELUM DIDEFINISIKAN 
00.00 Penyebab lain yang belum didefinisikan (nihil) 

01  
01.01 

01.02 

01.03 
01.04 
01 .05 

02 
02.01 
02.02 

02.03 

02.04 
02.05 
02.06 

03 
03.01 

03 .02 

03 .03 
03.04 
03 .05 

03 .06 
03.07 
03 .08 
03.09 
03. 10  

KELEMAHAN PENGAWASAN MELEKAT 
Pembagian wewenang dalam organisasi belum cukup jauh sehingga 
masih terdapat transaksi atau kegiatan organisasi yang seluruh 
tahapnya dikuasai oleh satu orang 
Pembagian wewenang dalam organisasi belum cukup jclas schingga 
ada kegiatan atau kejadian dalam organisasi yang tidak jelas 
penangungjawabnya 
Dalam organisasi tidak ada pembagian wewcnang dan tugas 
Kelalaian pejabat yang berwenang 
Kelemahan lain organisasi 

KELEMAHAN DALAM KEBIJAKAN /KEBIJAKSANAAN 
Kebijakan yang berlaku tidak jelas bagi para bawahan 
Kebijakan yang berlaku tidak dapat menjadi pedoman yang pasti bagi 
para bawahan 
Kebijaksanaan yang beralku tidak dikomunikasikan secara lisan 
maupun tertulis 
Tidak ada kebijakan yang digariskan 
Kelalaian pejabat yang berwenang 
Kelalaian lain organisasi 

KELEMAHAN DALAM RENCANA 
Rencana kerja yang disusun tidak cukup luas sehingga bclum 
mencakup seluruh kegiatan yang perlu dilaksanakan 
Hubungan kerja antara kegiatan kegiatan yang direncanakan tidak 
jelas dirumuskan sehingga tidak ada koordinasi diantara kegiatan­ 
kegiatan itu 
Sasaran yang akan dicapai tidak cukup jelas cl irumuskan 
Sasaran yang akan clicapai tidak cukup dikuantifikasikan 
Tidak dibuat anggaran yang merupakan kuantifikasi moneter rencana 
kegiatan dan sasaran yang akan dicapai 
Tidak ada rencana kegiatan 
Rencana kegiatan tidak cukup realistis 
Anggaran tidak culup realistis 
Kelemahan lain perencanaan 
Perencanaan tidak matang 



KODE 

04 

04.01 

04.02 

04.03 

04.04 

04.05 

04.06 

04.07 

04.08 

04.09 

05 

05.01 

05.02 

05.03 

05.04 

05.05 

05.06 

05.07 

05.08 

05.09 

05.10 

06 

06.01 

06.02 

06.03 

06.04 

07 

07.01 

07.02 

07.03 

08 

08.01 

08.02 

09 

09.01 

09.02 

09.03 

09.04 

PENJELASAN KELOMPOK PENYEBAB 

KELEMAHAN DALAM PROSEDUR 
Prosedur yang ada tidak konsistcn dengan kebijaksanaan yang perlu 
dilakukan 
Prosedur yang berlaku disalahtafsirkan oleh pegawai sehingga 
menyimpang dari tujuannya. 
Prosedur yang berlaku tidak dimcngerti sehingga tidak dilaksanakan 
Prosedur yang berlaku terlalu mahal dibandingkan dengan sesuatu 
yang harus dijaga sehingga tidak dilaksanakan 
Prosedur yang berlaku kurang terinci 
Prosedur yang berlaku tidak dapat menjadi pegangan bawahan 
karena tidak tertulis 
Prosedur yang berlaku tidak dikomunikasikan secara tertulis 
maupun lisan 
Tidak terdapat prosedur yang dipcrlukan 
Kelemahan lain prosedur 

KELEMAHAN DALAM PENCATATAN DAN PELAPORAN 
Pencatatan tidak diselenggarakan secara cermat sehingga kehilangan 
keadaannya 
Pencatatan tidak dimutakhirkan sehingga kehilangan pcranannya 
sebagai alat pengawasan/pengendalian 
Pencatatan tidak memenuhi kebutuhan informasi untuk pengambilan 
keputusan sehari-hari 
Tidak diselenggarakan pencatatan yang perlu 
Pelaporan tidak tepat waktu 
Pelaporan tidak disusun dengan cermat 
Pelaporan tidak disusun memenuhi kebutuhan pimpinan 
Pelaporan disusun dengan biaya mahal 
Pelaporan yang diperlukan tidak ada 
Kelemahan lain pencatatan atau pelaporan 

KELEMAHAN DALAM PEMBINAAN PERSONIL 
Pegawai kurang mendapatkan supervisi (pengawasan) yang 
diperlukan (termasuk tidak dilakukannya pemeriksaan kas 
Bendaharawan oleh Atasan Langsung dan pemeriksaan fisik atas 
pengadaan barang/jasa) 
Supervisor tidak menyadari siapa yang harus diawasi dan apa yang 
harus diawasi 
Penugasan/penempatan pegawai tidak tepat/sesuai dengan latar 
belakang pendidikan 
Kelemahan lain pembinaan personil 

KELEMAHAN DALAM PENGAWi\SAN INTERN (INTERNAL REVIEW) 
Tidak ada Satuan Kerja atau pejabat yang diberi tanggung jawab 
untuk mengecek jalannya sistem dan prosedur yang tel ah ditetapkan 
Satuan Kerja atau pejabat yang diberi tanggungjawab untuk menguji 
jalannya sistem dan prosedur tidak berfungsi dengan baik 
Kelemahan lain pengkajian intern 

KELEMAHAN PENGAWASAN TERHADAP REKANAN 
Kelemahan Pengawasan Pimpinan Poyek 
Kelemahan Pengawasan Pimpinan Satker 

PENYEBAB EKSTERN HAMBATAN KELANCARAN PROYEK 
Pekerjaan persiapan proyek dan perumusan proyek kurang mantap 
(survei dan desain tidak man lap) 
DIP terlambat diterima proyek 
Revisi DIP yang diajukan pimpinan proyek penyelesaiannya mcnjadi 
berlarut-larut 
Tanah yang diperlukan proyek pcnyelesaiannya menjadi berlarut­ 

larut. 



KODE 

09.05 

09.06 
09.07 

09.08 

09.09 

09.10 
0 9 . 1 1  

10 

10.01 
10.02 

10.03 

10.04 

10.05 

10.06 
10.07 

1 1  

1 1. 0 1  
1 1 .02  

1 1 .03  
1 1 . 0 4  

11 .05 

1 1 . 0 6  

1 1 .07  

PENJELASAN KELOMPOK PENYEBAB 

Tidak dapat diperoleh tanah yang diperlukan proyek karena dana 
tidak mencukupi atau tidak tersedia 
Penetapan rekanan manjadi berlarut-larut 
Perijinan atau persetujuan untuk memulai suatu kegiatan proyek 
menjadi berlarut-larut 
Sarana komunikasi dan atau tclckomunikasi tidak mendukung 
kelancaran proyek 
Rekanan yang ditetapkan tidak mampu menyelesaikan 
tanggungjawabnya 
Penyebab ekstern hambatan kelancara.n proyek lainnya 
Rekanan mempunyai itikad kurang baik 

PENYEBAB EKSTERN HAMBATAN KELANCARAN TUGAS POKOK 
INST ANSI 
Instansi lain yang terkait kurang responsif 
Sarana komunikasi dan atau telekomunikasi tidak mendukung 
kelancaran tugas instansi 
Revisi DIK yang diajukan pimpinan instansi penyelesaiannya 
berlarut-larut 
Rekanan yang ditetapkan tidak mampu menyelesaikan 
tanggungyawabnya 
Perijinan atau persetujuan untuk memulai suatu kegiatan proyek 
menjadi berlarut-larut 
Penyebab ekstern hambatan kelancaran tupoksi lainnya 
Pencairan dana pinjaman tidak tepat waktu atau tidak sesuai jadwal 
kebutuhan 

PENYEBAB KETIDAKLANCARAN PELA YANAN APARATUR 
PEMERINTAHAN/ BUMN/BUMD 
Prosedur yang ditetapkan belum scderhana 
Masyarakat buta terhadap persyaratan yang perlu dipenuhi dan 
prosedur yang harus ditempuh 
Tidak ada batas waktu maksimum penyelesaian pelaya.nan 
Prosedur yang ditetapkan cuku banyak titik pertemuan pegawai 
dengan masyarakat sehingga membuka peluang pungutan liar 
Persyaratan yang ditetapkan berlebihan sehingga menyulitkan 
permohonan pelayanan 
Tidak ada koordinasi antar instansi sehingga jelas siapa yang 
berwenang mengambil keputusan 
Penyebab lain ketidaklancaran pelayanan 

111.Kode Rekomendasi Pemeriksaan 

KODE PENJELASAN REKOMENDASI 

00 REKOMENDASI TIDAK DIDEFIN ISIKAN 
0000 Rekomendasi tidak didefinisikan 

01  REKOMENDASI BERSIFA FINANSIAL 
0 1 . 0 1  Penyetoran kembali uang ke Kas ncgara 
01.02 Penyetoran ke Kas negara sisa beban sementara, pajak dan non pajak 

yang belum disetor atau mengirim SPT ke KPP yang di dalamnya 
melaporkan pula kekurangan yang harus disetor. 

01 .03 Penagihan dari pihak ketiga hak ncgara berupa pajak dan non pajak 
dan penyetorannya ke Kas Negara atau mengirim SPT ke KPP yang di 
dalamnya melaporkan pula kekurangan yang harus disetor 

01.04 Penyetoran uang kembali ke Kas Daerah 
01.05 Penyetoran ke kas daerah sisa bcban sementara, pajak daerah clan 

non pajak daerah 
01.06 Penagihan dari pihak ketiga hak daerah berupa pajak dan non pajak 

daerah serta penyetorannya ke Kas Daerah 
- 

fly 



KODE 

01.07 
01.08 

01.09 

0 1. 1 0  

0 1. 1 1  

0 1. 1 2  

0 1. 1 3  

0 1. 1 4  

0 1. 1 5  

0 1 . 1 6  

0 1. 1 7  

01.18  

0 1. 1 9  
01.20 
0 1. 2 1  

02 
02.01 
02.02 
02.03 
02.04 

03 
03.01 
03.02 
03.03 
03.04 
03.05 
03.06 

04 
04.01 
04.02 
04.03 

05 
05.01 

05.02 

05.03 

05.04 

06 
06.01 
06.02 
06.03 

PENJELASAN REKOMENDASI 

Penyetoran uang ke Kas BUMN/BUMD 
Penagihan dari pihak ketiga hak BUMN/BUMD dan pelunasannya 
oieh pihak ketiga 
Pengenaan denda dan penyetoran denda ke Kas Negara/Kas 
Daerah/Kas BUMN/BUMD 
Tuntutan ganti rugi terhadap pcgawai dan penyetoran ganti rugi ke 
Kas Negara/Kas Daerah 
Tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketiga dan penyetoran ganti rugi 
ke Kas Negara/Kas Daerah 
Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai BUMN/BUMD dan penyetoran 
ganti rugi ke Kas BUMN/BUMD 
Tuntutan perbendaharaan terhadap bendaharawan pusat dan 
penyetoran ganti rugi ke Kas Negara 
Tuntutan perbendaharaan terhadap bendaharawan daerah dan 
penyetoran ganti rugi ke Kas Daerah 
Tuntutan perbendaharaan terhaclap pegawai penyimpan uang atau 
barang BUMN/BUMD dan pcnycloran ke Kas BUMN/BUMD 
Penagihan dari pegawai hak/tagihan negara dan penyetorannya ke 
Kas Negara/Daerah 
Penagihan dari pegawai BUMN/BUMD hak/tagihan BUMN/BUMD 
clan penyetorannya ke Kas BUMN/BUMD 
PembataJan pengeiuaran yang tidak sesuai clengan mata anggarannya 
dan penyetoran ke Kas Negara/Kas Daerah 
PembataJan pengeiuaran yang mciampaui anggarannya. 
Rekomendasi Iain yang bersifat finansial 
PengembaJian Pungli kepada masyarakat 

REKOMENDASI BERSIFAT DAPAT DINILAI DENGAN UANG 
Pengembalian barang milik negara 
Penyerahan barang/jasa sebagai realisasi kontrak kepada negara 
Rekomenclasi lain yang bersifat dapat dinilai dengan uang 
Pengembalian bantuan yang dipotong kepada masyarakal 

REKOMENDASI BERSIFA HUKUMAN 
Peiaksanaan hukuman disiplin berdasarkan PP 30 tahun J 980 
Peiaksanaan hukuman disiplin berdasarkan peraturan lainnya 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung 
Penyerahan kasus tindak pidana umum kepada Kepolisian Negara 
Penyerahan kasus perdata kepada BUPLN 
Rekomendasi Iain bersifat hukuman 

REKOMENDASI BERSIFAT KEPUTUSAN ARBITRASE 
Penyerahan kasus perdata kepada Pengadiian Negeri 
Penyerahan kasus perselisihan kepada badan arbitrase 
Rekomendasi lain bersifat periunya ada arbitrase 

REKOMENDASI BERSIFAT PENEGAKAN PERATURAN 
Memperbaiki segera kegiatan atau keadaan agar sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang beriaku 
Memperbaiki segera kegiatan atau keadaan agar sesuai dengan 
Prosedur atau tata kerja yang berlaku bagi organisasi termasuk 
prinsip akuntansi yang Iazim 
Membatalkan keputusan atau pelaksanaan kegiatan yang tidak 
sesuai peraturan perundang-undangan atau prosedur dan tata kerja 
yang berlaku 
Rekomendasi Iain bersifat penegakan aturan 

REKOMENDASI BERSIFAT PENINGKATAN KEHEMATAN 
Penyempurnaan organisasi pengadaan sumber daya 
Penyempurnaan kebijakan pengadaan sumber daya 
Penvempurnaan prosedur pelaksanaan pengadaan sumber dava 



KODE PENJELASAN REKOMENDASI 

06.04 

06.05 

06.06 

06.07 

06.08 

06.09 

06 . 10 

0 6 . 1 1  

06 . 12  

Penyempurnaan rencana yang sudah ada mengenai pengadaan 
sumber daya 
Penyempurnaan sistem pencatatan dan pelaporan dalam rangka 
meningkatkan efektivitas pemantauan ata.sa.n untuk pengarahan dan 
tinda.kan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi dala.m proses 
pengadaan sumber daya. 
Peningka.tan mutu personil dan personil kunci yang tcrlibal clalam 
proses penga.claan sumber daya 
Penyempurnaan proses perumusan kebijakan pengadaan sumber 
daya 
Penyempurnaan proses perencanaan pengadaan sumber daya 
Penyempurna.an sistem informasi pasar cla.Jam rangka pengadaan 
sumber daya 
Penyempurnaan proses pengarahan dan tindakan korektif oleh 
a.tasan terhadap penyimpangan 
Penyempurnaan sistem evaluasi terhadap proses dan hasil 
pengadaan sumber daya 
Penyempurnaan lain dalam proses pengadaan sumber daya agar 
tercapa.i tujuan menclapatkan sumber claya clengan biaya Lcrcnclah 
tanpa menurunkan pemenuhan fungsi dan kualifikasi min imum 
sumber daya dalam kedudukannya sebagai untuk pencapaian tujuan 
organisasi 

07.01 

07.02 

07.03 

07.04 

07.05 

07.06 

08.01 

08.02 

08.05 

08.03 

08.04 

07 

08 

REKOMENDASI BERSIFAT PENINGKATAN KEHEMATAN 

Penyempurnaan standar masukan/keluaran atau 
masukan/keluaran bagian/bidang tertentu (pusat-pusat tanggung 
ja.wa.b) 
Penyempurna.an pemantauan atasan terhadap penyimpangan pusat 
tanggung jawab dari standar dalam rangka meningkatkan efektivitas 
pengara.han a.ta.san dan atau tindakan korektif atasan terhadap 
penyimpa.nga.n da.ri standa.r terscbut 
Penyempurna.a.n unsur-unsur pcngendalia.n (sarana waskat) dalam 
rangka meningkatkan efektivitas pengendalian terhadap efisiensi 
penggunaan sumber daya dan tata kerja (dibandingkan tata kerja 
lainnya. yang mungkin) dalam mcnca.pa.i tujua.n orga.nisa.si. 
Penyempurnaan pelaksanaan pemantauan atasan terhadap 
penggunaan sumber daya dan tata kerja untuk meningkatkan 
keluaran dalam rangka meningkatkan efektivitas pengarahan dan 
ata.u tindakan korektif atasan terhadap keadaan yang menurunkan 
efisiensi 

Penyempurna.a.n sistem evaluasi atasan terhadap efisiensi operasiona.l 
pusa.t-pusa.t tanggung jawab dan efisiensi operasional pusat-pusat 
ta.nggungja.wa.b clan elisiensi tata kerja organisasi (cliba.nclingkan ta.ta 
kerja. la.innya. yang mungkin) dalam mencapai tujuan organisasi 
seca.ra efektif 
Penyempurna.a.n lain pengguna.a.n sumber daya hasil yang cliperoleh 
dan tata kerja dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan 
sumber da.ya clan tata kerja menghasilkan keluaran dalam mencapai 
tujuan antara atau tujuan organisasi secara efektif 

REKOMENDASI BERSIFAT PENINGKATAN EFEKTIFITAS 

Penyempurnaa.n kuantifikasi keluaran organisasi 
Penyempurna.a.n kuantifikasi tujuan yang ingin dicapai organisasi 
a.tau inclika.tor kebcrha.sila.n organisa.si 
Penyempurnaan kejelasan tujua.n organisasi 
Penyempurna.a.n strategi manajemen (kebija.ka.n clan program pokok) 
cla.lam mencapai tujuan organisasi secara. efisien dan efektif 
Penyempurnaan alokasi sumber daya untuk meningka.tkan efisiensi 

1dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi 



KODE PENJELASAN REKOMENDASI 

08.06 Penyempurnaan unsur-unsur pengendalian (sarana waskat) dalam 
rangka meningkatkan pengendalian terhadap efisiensi dan efektifitas 
pencapaian tujuan organisasi. 

08.07 Penyempurnaan pelaksanaan pemantauan atasan terhadap 
penggunaan sumber daya dan kegiatan mencapai tujuan dalam 
rangka meningkalkan efektivitas penga.rahan dan atau tindakan 
korektif atasan terhadap penyimpangan yang akan 
menghambat/menghalangi 

08.08 Penyempurnaan sistem penilaian atasan terhadap penggunaan 
sumber daya dan tata kerja mencapai tujuan dan terhadap tujuan 
yang dapat dicapai untuk bahan masukan bagi pelaksana siklus 
pengelolaan beriku lnya 

08.09 Penyempurnaan lain terhadap alokasi sumber daya, susunan sumber 
daya dan kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan 
organisasi secara efisien dan efektif 

08.10 Penyederhanaan kerja (Work simplication) di bidang perijinan dan 
rekomendasi instansi untuk penerbitan pcrijinan 

08 .1 1  Penyederhanaan kerja (Work simplication) di bidang pelaksanaan 
pelayanan sebagai tugas pokok instansi/BUMN/BUMD 

08.12 Penyempurnaan penyebarluasan tata caradan persyaratan pcrijinan/ 
pelayanan kepada masyarakat 

08.13  Penyempurnaan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan 
pelayanan kepada masyarakat 

09 

09 .01 
09.02 
09.03 

REKOMENDASI 
MANAJEMEN 
Penyempurnaan Perencanaan 
Penyempurnaan Organisasi 
Penyempurnaan Prosedur/Juklak 

PENINGKATAN PENG EN DA LIAN BERSIFAT 

10 
10 .01  
10.02 
10.03 

1 1  
1 1. 0 1  
1 1 . 0 2  

1 1 . 0 3  

12 
12 .01  

12 .02 
12.03 

12 .04 

REKOMENDASI BERSIFAT HUKUMAN DISIPLIN RINGAN 
Hukuman teguran l isan 
Hukuman teguran tertulis 
Pernyataan tidak puas secara tertul is 

REKOMENDASI BERSIFAT HUKUMAN DISIPLIN SEDANG 
Penundaan gaji berkala untuk paling lama satu (l)  tahun 
Penurunan gaji scbesar satu kali berkala kenaikan gaji berkala untuk 
paling lama satu (1 )  tahun 
Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu ( I )  tahun 

REKOMENDASI BERSIFAT HUI<UMAN DISIPLIN BERAT 
Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk 
paling lama satu (1 )  tahun 
Pembebasan jabatan 
Pemberhentian dengan hormat ticlak atas permntaan sendiri  sebagai 
PNS 
Pemberhentian tidak clengan hormat sebagai PNS 

IV. Kode Tindak Lanjut 

KODE PENJELASAN TINDAK LANJUT 

00 TEMUAN PEMERII<SMN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI 
(TPTD) 

00.01 Temuan pemeriksaan yang rekomendasinya cacat 
00.02 Temuan pemeriksaan yang tidak memadai 
00.03 Temuan pemeriksaan lainnya yang tidak dapat ditindaklanjuti 

01 PELAKSANAAN TL BERUPA PEMASUI<AN/PENYETORAN 
01 .01  Penyetoran uang untuk menyelesaikan tun tu tan ganti rugi/tuntutan 

perbendaharaan vang telah ditetapkan 



KODE 

01.02 

01.03 

01.04 

01 .05 

01.06 

01.07 

02 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

03 

03.01 

03.02 

03.03 

03.04 

03.05 

03.06 

03.07 

04 

04.01 

04.02 

04.03 

04.04 

04.05 

04.06 

04.07 

04.08 

04.09 

04.10 

04.11 

04 . 12  

04.13 

04.l  4 

0 4 . 1 5  

0 4 . 1 6  

PENJELASAN TrNDAK LANJUT 

Penyetoran uang untuk melunasi kewajiban membayar pajak dan non 
pajak 
Penyetoran uang untuk menyelesaikan clencla yang clitetapkan 
Penyetoran uang untuk menyelesaikan tagihan lainnya 
Pemasukan/penyetoran uang lainnya 
Penyetoran uang kecil dari yang seharusnya, karena kekeliruan 
perhitungan dalam rekomendasi 
Penyetoran uang atas rekomendasi non finansial (rekomendasi 
aclministratif atau rekomenclasi yang bersifat dapat dinilai dengan 
uang) 

PELAKSANAAN TL BERUPA PENYERAHAN BARANG/JASA 
Penyerahan barang/jasa clan penyelesaian pekerjaan yang kurang 
menurut kontrak 
Penyerahan kembali barang yang lebih diterima 
Penyerahan barang/jasa lainnya 
Perbaikan atas pekerjaan fisik yang kurang sempurna 

PELAKSANAAN TL SEDANO DALAM PROSES 
Keputusan tuntutan ganti rugi/tuntutan perbenclaharaan 
Kepu tu san denda 
Pembayaran sebagian tuntutan ganti rugi/tuntutan perbenclaharaan 
Pembayaran sebagian denda 
Pelaksanaan sebagian tindak lanjut lainnya berupa penyctoran 
sebagian uang, barang/jasa yang ditetapkan 
Pelaksanaan tindak lanjut penyempurnaan kelembagaan yang masih 
memerlukan persetujuan 
Pelaksanaan tindak lanjut penyempurnaan ketatalaksanaan dan 
kepegawaian yang tahap-tahapnya belum selesai 

PENYERAHAN KASUS KE BADAN HUKUM/INSTANSI YANG 
BERWENANG 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung, 
Status Penyelidikan (LID) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung, 
Status Stop Penyelidikan (STOP) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung, 
Status Penyiclikan (DII<) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung, 
Status Stop Penyidikan (STOP) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung, 
Status ke Pengadilan Negeri 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung, 
Status Penuntutan (T UNTUK) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung, 
Status Stop Penuntutan (STOP) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung, 
Status Diputus 
Penyrahan kasus tindak pidana penggelapan kepada Kepolisian 
Penyerahan kasus tindak pidana pemalsuan dokumen kepada 
Kepolisian 
Pen ye rah an kasus tindak perdata kepacla Pengaclilan 
Negeri/Kejaksaan Agung/BUPN 
Penyerahan kasus kepada Badan Arbitrase 
Pelaksanaan tindak lanjut belum final lainnya 
Penyerahan kasus ke Arbitrase 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung, 
Status Banding 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung, 
Status Kasasi 
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Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung, 
Status Ernkraft (Kekuatan Hukum Tetap) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status 
Penyelidikan (LID) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status 
Stop Penyelidikan (STOP LID) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status 
Penyidikan (DIK] 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status 
Stop Penyidikan (STOP DIK) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status 
ke Pengadilan Negeri (ke PN) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status 
Penuntutan (TUT) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status 
Stop Penuntutan (STOP) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status 
Diputus (Diputus) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status 
Banding 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status 
Kasasi 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status 
Ernkraft (Kekuatan Hukum Tetap) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada KPK, Status 
Penyelidikan (LID) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada KPK, Status Stop 
Penyelidikan (STOP) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada KPK, Status 
Penyidikan (DIK) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada KPK, Status Stop 
Penyidikan (STOP D!K) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada KPK, Status ke 
Pengadilan Negeri (kc PN) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada KPK, Status 
Penuntutan (TUT) 
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada KPK, Status Slop 
Penuntutan (STOP TUT )  
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada KPK, Status Diputus 

PELAKSANAAN TL BERUPA TINDAKAN ADMINISTRATIF ATAU 
HUKUMAM DISIPLIN PEGAWAI 
Hukuman disiplin ringan berdasarkan Pp 30 tahun 1980 
Hukuman teguran lisan 
Hukuman teguran tertulis 
Hukuman teguran tidak puas secara tertulis 
Hukuman disiplin sedang berdasarkan Pp 30 tahun 1980 
Penundaan gaji berkala untuk pal ing lama satu (l )  tahun 
Penurunan gaji sebesar satu kali berkala kenaikan gaji berkala untuk 
paling lama satu (l )  tahun 
Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu ( l )  tahun 
Hukuman disiplin berat berdasarkan PP 30 tahun 1980 
Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk 
paling lama satu (l )  tahun 
Pembebasan jabatan 
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permntaan sendiri sebagai 
PNS 
F'emberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 
Hukuman lainnva 

thy 



PENJELASAN TINDAK LANJUT 

PELAKSANAAN TL BERUPA PEMERIKSAAN KHUSUS 
Pelaksanaan tindak lanjut yang mengangkat permasalahan menjadi 
pemeriksaan khusus 

PELAKSANAAN TL BERUPA PENYEMPURNAAN KELEMBAGAAN 
Penyempurnaan pokok-pokok organisasi (struktur, tugas dan fungsi) 
Penyempurnaan hubungan organisasi dengan organisasi lain berupa 
penyempurnaan hubungan konsultatif 
Penyempurnaan hubungan organisasi dengan organisasi lain berupa 
desentralisasi, dekonsentrasi atau tugas pembantuan 
Penyempurnaan lain pokok-pokok organisasi atau hubungan 
organisasi dengan organisasi lain 

PELAKSANAAN TL BERUPA PENYEMPURNAAN KETATALAKSANAAN 
Penyempurnaan unsur-unsur pengendalian (sarana waskat) untuk 
meningkatkan pengendalian kehematan, efisiensi, efektivitas dan 
ketaatan 
Penyempurnaan tatalaksana berupa penyederhanaan prosedur 
pelayanan aparatur pemerintah/BUMN/BUMD kepada masyarakat 
Penyempurnaan tatalaksana berupa penyederhanaan tata kerja 
untuk meningkatkan efisiensi kerja 
Penyempurnaan lain tatalaksana 

PELAKSANAAN TL BERUPA PENYEMPURNAAN KEPEGAWAlAN 
Penyempurnaan penetapan formasi pegawai dan perencanaan 
pegawai pada umumnya 
Penyempurnaan persyaratan penerimaan pegawai 
Penyempurnaan seleksi pegawai dan cara pengadaan pegawai pada 
umumnya 
Penyempurnaan pembinaan karir pegawai (penempatan pertama, 
tour of duty, tour of area, kenaikan pangkat, penghargaan 
eselonisasi, jabatan fungsional) 
Penyempurnaan kesejahteraan pegawai (pelayanan kesehatan, 
pelayanan hak pegawai, pensiun) 
Penyempurnaan sistem informasi kepegawaian 
Penyempurnaan lain kepegawaian 

PELAKSANAAN TL BERUPA DISERAHKAN KEPADA PERW AKILAN 
BPKP LAINNY A 
Pemantauan tindak lanjut diserahkan kepada Perwakilan BPKP 
lainnya 
Pemantauan tindak lanjut diserahkan kepada BPKP Pusat 

KOREKSl TL 
11 .01  Koreksi tindak laniut 
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LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR L TAHUN 2021 

TANGGAL: { iri 2021 

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN 

TINDAK LAN JUT HASIL PENG AW ASAN 

A. MEKANISME 

1 .  Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

a. Persiapan 

Sekretariat lnspektorat mempersiapkan bahan pemantauan tindak 
lanjut hasil pengawasan berupa data temuan, penyebab, 
rekomendasi hasil pengawasan dalam bentuk daftar inventarisasi, 
berupa data Format TRTL I, TRTL I I ,  RND, SND pada Tabel 5, 6, 7 
dan 8. 

b. Pelaksanaan 

lnspektur menetapkan Tim Pemantau dan memerintahkan untuk 
memantau tindak lanjut atas hasil pengawasan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. 

c. Pelaporan 

1) Tim Pemantau melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut 
hasil pengawasan kepada Inspektur. 

2) Inspektur melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada 
Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri. 

2 .  Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

a. Persiapan 

Sekretariat Inspektorat mempersiapkan bahan pemutakhiran 
tindak lanjut hasil pengawasan berupa laporan hasil pemantauan. 

b. Pelaksanaan 

1) Pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan dilaksanakan di 
kabupaten/kota, provinsi dan nasional; 

2) Pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan dikoordinir oleh 
Wakil Gubernur. 

c. Pelaporan 

Hasil rapat pemutakhiran 
kabupaten/ kota dilaporkan 
Menteri Dalam Negeri; 

B. SISTIMATIKA LAPORAN 

1 .  Laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan 
bentuk bab. 

2 . Laporan bentuk surat berisi : 

a. Gambaran secara umum pelaksanaan pemantauan/pernutakhiran 
tindak lanjut hasil pengawasan; 

b. Mernberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang 
perlu diambil. 

- 5 8 ­  
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3. Laporan bentuk bab 

Sistimatika laporan hasil pemantauan/pemutakhiran tindak lanjut 
hasil pengawasan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. 

l. Simpulan Hasil Pemantauan/Pemutakhiran tinclak 
lanjut hasil pengawasan.; 

2. Saran; 

Uraian Hasil Pemantauan/Pemutakhiran tindak lanjut 
hasil pengawasan; 

Bab II 

Bab Ill 

l. Hasil Pengawasan Tahun Anggaran berjalan 

2. Hasil Pengawasan Tahun-tahun sebelumnya. 

Penutup 



Tabel 1 

REKAPITULASI TEMUAN, PENYEBAB, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT 
HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT . . . . . . . . .• .••. . . . . .  

PADA SKPD LINGKUP PEMERJNTAJ-1 .. 
TAHUN PEMERIKSAAN . 

nr 

O D E  T E M U N  ODE P E N Y E 8 A  0DE R E O M E N D A S I  ,ODE. TINDA LAN]IT KATGORI 

1%.SEX L.H 
a 02 03 04 0406 0 at 0 1 

UM 
0 0f 2 0 04 0 0 07 0$ 09 . I M  m  0  0  0  0  0%  0  0  09  10 

UM 
00\ 01 02 a 04 05 0 0 08109 

[UM 
$ DI B « 

LAH L.AH LAH LAM 

TOTAL 

.. , . . . . . . . . . . . • • . . . • . • • . . . . . •  

Inspektur.. 

Tabel 2 

REKAPITULASI TEMUAN KERUGIAN DAN KEWABAN SETOR KEPADA NEGARA/DAERAH 
HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT . . . » . . . s o . » s o . .  

PADA SKPD LINGKUP PEMERIN T A H  ... 

TAHUN PEMERIKSAAN .. 

TRTL-Il 

OBYEK 
KERUGIAN NEGARA/DAER AH KEWIIHAN SETOR KERUGIAN + KEWAIBAN 

No 
IML /01\ JML NEGAR A/DAERAH (02) JML SETOR NEGAR AIDAERAH 

PEMERIKSAA 

N 
(01 NIL.AI DITA RIK $1SA (02) NIL AI DITARIK SI5A (01+02) NILAI DITARIK $1SA 

(Rp) (Rp) % (Rp) % (Rp) (Rp) % (Rp) % (Rp) (Rp) % (Rp) % 

IUMI AH : 

Inspektur.. .  

.. ,  .. , .. 

Tabel 3 

IKHTISAR KERUGIAN NEGARA/ DAERAH (01) 

APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL . 8 » » » 8 8 8 8 8 8 8 6 0 . 8 . . .  

PADA SKPD LINGKUP PEMERINTAH ... . . . . . .  

TA HUN . . ........ .  . . . . .. . . . . .. . . . . .  

I  RND 

Koruyian neg,ara Kerugian Daerah Keruyian Negara/ Daerah 

Nomor &e 
Owek emeriksaan 

Masalah & Pelaku 

No Tang,gal1HP (Uraian Ring,kas) 
Nila Dtrik Sisa Nilai Ditarik Sis Nilai Ditarik Sisa 

(Rp) ( R p . )  (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 

TOTA 

lnspek fur, 
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Tabel4 

IKHTISAR KEWAJIBAN SETOR KEPADA NEGARA/ DAERAH (02) 

APARAT PENCAWASAN FUNGSIONAL . 
PADA SKPD LINCKUP PEMERINTAH ..........•.............. 

TAHUN ............................. 

I SND 

Kewajiban Setor kepada Kewajiban Setor kepada Kewajiban Setor kepada 

Nomor & Masalah & Pelaku 
Negara Daerah Negara/ Daerah 

No Tang.gal LHP 
Obyek Pemeriksaan 

(Uraian Ringkas) 
Nilai Dtarik Sisa Nilai Ditarik Sis Nila Ditarik Sisa 

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 

TOTAL . 

Inspektur, 

�GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMU+ 
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